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A. Latar Belakang PKL 
       Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah angkatan 
kerja di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut grafik 
perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia 
menurut BPS pada beberapa tahun terakhir ini. 
Tabel I.1 Perkembangan TPAK di Indonesia 
 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS), https://www.bps.go.id/ 
Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan angkatan kerja 
sebanyak 2,24 juta orang atau sebesar 0,12% poin pada bulan Februari 2019 
jika dibandingkan pada bulan Februari 2018 sebelumnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa jumlah angkatan kerja selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga 



























       Di sisi lain, terdapat suatu fenomena yang sering menjadi tantangan bagi 
sektor ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu ketidaksesuaian atau mismatch 
angkatan kerja. Fenomena ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara 
pendidikan angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Dikutip dari situs 
Kontan.co.id, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 yang diolah oleh 
Lembaga Demografis Universitas Indonesia, skala vertical mismatch atau 
ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan berdasarkan pada tingkatan 
pendidikan dan upah yang didapat mencapai 53,33%. Sedangkan, pada skala 
horizontal mismatch atau ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan 
berdasarkan pada kesesuaian kemampuan pekerjaan dengan bidang pekerjaan 
terkait mencapai 60,52%. Hasil tersebut berdasarkan survei dari 12.396.429 
sampel yang bekerja usia 18-64 tahun dengan pendidikan Diploma I ke atas. 
Sementara itu, dikutip dari situs Databoks.katadata.co.id, kesenjangan ini dapat 
ditangani dengan kerja sama antarkementerian dan lembaga terkait, terutama di 
sektor pendidikan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
industri. 
       Fenomena ini juga dikemukakan oleh Subdirektorat Penyelarasan 
Kebutuhan Kerja Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemristekdikti) pada bulan Agustus 2019, bahwa salah satu tantangan bagi 
Perguruan Tinggi adalah memberikan pendidikan tinggi yang selaras dengan 
kebutuhan dunia usaha dan industri, baik dari kompetensi lulusan, masa transisi 




berbagai hal lainnya. Oleh karena itu, Kemristekdikti mengadakan Program 
Pengembangan Sistem Pusat Karir di Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk 
mempersiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia 
kerja, serta membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan 
menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan tinggi di Indonesia. 
Salah satu kegiatannya dengan melalui magang atau praktik kerja lapangan 
(PKL). 
       Dikutip dari Pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, program PKL bertujuan untuk memberikan 
kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan 
berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. PKL merupakan salah 
satu wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
dipelajarinya, dan juga membuka kesempatan mahasiswa untuk mengetahui 
seluk-beluk kondisi lingkungan kerja serta menambah jaringan dengan pihak 
perusahaan. Selain itu, PKL juga merupakan salah satu upaya program studi 
untuk mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja nantinya. 
Tentunya hal ini juga berlaku di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang diharapkan dapat menghasilkan 
lulusan yang mampu mengaplikasikan bidang Akuntansi, Auditing dan 
Perpajakan, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada 





       Akuntansi sangat diperlukan perusahaan, pemerintahan, perseorangan, 
maupun organisasi lain dalam hal memperoleh data-data keuangan yang 
penting, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk laporan, sehingga 
dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan (Hansen, 2009: 4, dikutip dari Permatasari, et. al., 2016: 91). 
Tuntutan untuk menginformasikan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada 
publik atas pengelolaan sumber daya dengan membuat laporan keuangan tidak 
hanya dilakukan oleh organisasi bisnis, namun juga organisasi nirlaba. 
       Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba merupakan organisasi yang 
memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang 
tidak mengharapkan imbalan. Yayasan pendidikan merupakan salah satu 
contoh dari organisasi nirlaba. Seperti organisasi laba, organisasi nirlaba juga 
membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. 
Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada 
masyarakat, maka yayasan pendidikan juga dituntut untuk dapat menyusun 
laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada 
(Rizky, 2013, dikutip dari Permatasari, et. al., 2016: 91).  
       Berbicara mengenai akuntansi organisasi nirlaba, maka seluruh hal yang 
berkaitan dengan penyusunan, pelaporan dan penyajian laporan keuangannya 
diatur dalam PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Untuk menyusun laporan 
keuangan yang relevan dan reliable, maka diperlukan kompetensi sumber daya 
manusia yang sesuai. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu 




Suryani, et. al. (2017) yang berfokus pada organisasi nirlaba. Penelitian-
penelitian tersebut menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa kompetensi 
sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di bidang 
akuntansi organisasi nirlaba juga harus memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan bidang terkait, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun akan 
lebih berkualitas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada standar 
akuntansi. 
       Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi di sektor 
ketenagakerjaan dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara 
kompetensi dan kualitas laporan keuangan, maka Praktikan memilih Yayasan 
Asrama Pelajar Islam (YAPI) sebagai tempat untuk melaksanakan PKL. Di 
mana YAPI merupakan salah satu organisasi nirlaba yang berfokus pada sektor 
pendidikan. Sesuai dengan perannya sebagai organisasi nirlaba maka YAPI 
berfokus untuk mengelola sumber daya dari sumbangan anggota dan 
penyumbang, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam pelaksanaannya, Praktikan 
ditempatkan pada Bagian Keuangan. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
       Maksud praktik kerja pada kegiatan PKL ini, antara lain: 
1. Melakukan aktivitas kerja yang ada di bagian akuntansi; 
2. Mempelajari pencatatan akuntansi organisasi nirlaba pada praktik kerja; 
3. Memunculkan sifat kepekaan dalam melaksanakan pekerjaan, pola pikir 




4. Memenuhi persyaratan untuk lulus mata kuliah PKL dengan baik dan 
memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Tujuan praktik kerja pada kegiatan PKL ini, antara lain: 
1. Untuk memperoleh gambaran nyata dan pengalaman yang lebih luas dari 
pekerjaan yang ada di bagian akuntansi; 
2. Untuk memperoleh wawasan mengenai akuntasi organisasi nirlaba, 
khususnya pada yayasan pendidikan; 
3. Untuk meningkatkan pola pikir analitis, khususnya dalam mengidentifikasi 
permasalahan yang ada pada pekerjaan, serta mencari solusi 
penyelesaiaannya; 
4. Untuk membangun jaringan yang luas dalam dunia kerja yang akan berguna 
ketika lulus.  
C. Kegunaan PKL 
        Kegiatan PKL ini memiliki berbagai manfaat di setiap pihak, tidak hanya 
bagi Praktikan, namun juga bagi perusahaan dan bagi Fakultas Ekonomi 
Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Kegunaan kegiatan 
PKL dari setiap pihak akan secara rinci disebutkan sebagai berikut:  
1. Bagi Praktikan 
a. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi; 





c. Membantu mengembangkan dan mengombinasikan ilmu akuntansi 
organisasi nirlaba yang diperoleh di bangku kuliah untuk kemudian 
dipratikkan ke dunia kerja; 
d. Memperluas jaringan dengan dunia kerja. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi  
a. Memperkenalkan bahwa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri 
Jakarta memiliki mahasiswa dengan tingkat keahlian yang tinggi dan 
menunjukkan eksistensi kampus; 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa untuk memahami ilmu akuntansi 
organisasi nirlaba yang didapat selama perkuliahan dan 
mengimplementasikannya dalam dunia kerja; 
c. Mendukung salah satu upaya pemerintah pada Perguruan Tinggi untuk 
mempersiapkan lulusan yang berkompetensi, terlatih dan profesional 
sesuai bidang studinya; 
d. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi atau perusahaan tempat  
Praktikan menjalankan PKL agar lulusan Universitas Negeri Jakarta  
dapat dengan mudah memasuki dunia kerja. 
3. Bagi Yayasan Asrama Pelajar Islam 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang bermanfaat dan saling 
menguntungkan; 




c. Mendapatkan partner mahasiswa yang dapat meringankan pekerjaan 
yang ada pada perusahaan. 
D. Tempat PKL 
       Praktikan melakukan kegiatan PKL di sebuah yayasan pendidikan, yaitu 
Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) dengan rincian sebagai berikut: 
Nama instansi : Yayasan Asrama Pelajar Islam 
Jenis : Lembaga Pendidikan 
Ruang lingkup usaha : Asrama Pelajar Islam, Sanggar Bermain dan 
Kelompok Bermain (SB-KB Sakinah), TK Islam 
Al-Azhar 13 Rawamangun, SD Islam Al-Azhar 13 
Rawamangun, dan SMP Islam Al-Azhar 12 
Rawamangun 
Alamat  : Jl. Sunan Giri No. 1, Rawamangun, Pulo Gadung, 
Jakarta Timur 13220  
Telepon : 021 – 47867777 
Faximile : 021 – 4702412 
Website : www.yapi.sch.id 
Email : info@yapi.sch.id 
Bagian tempat PKL  : Bagian Keuangan 
       YAPI dipilih menjadi tempat Praktikan untuk melaksanakan kegiatan PKL 
disebabkan oleh beberapa hal berikut: 
1. YAPI merupakan sebuah yayasan yang telah berdiri cukup lama dan sampai 




2. Sebagai yayasan pendidikan, YAPI pasti memiliki sistem akuntansi yang 
berbeda dengan perusahaan berorientasi profit, sehingga membuat Praktikan 
tertarik untuk mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai sistem 
akuntansi yang ada di sana; 
3. Berlokasi di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah. 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan 
       Tahap pertama yang dilakukan oleh Praktikan dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL ini adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, Praktikan 
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengajukan PKL ke 
perusahaan yang akan dituju oleh Praktikan. Awalnya pada bulan Desember 
2018, Praktikan sudah mencoba untuk mengajukan PKL di salah satu 
lembaga ternama. Namun sayangnya, setelah menunggu selama beberapa 
bulan, konfirmasi mengenai kelanjutan pengajuan PKL Praktikan dari 
lembaga tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya untuk mengantisipasi 
berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Praktikan berusaha untuk mencari 
alternatif tempat PKL lainnya. Hingga pada suatu waktu, ada seorang senior 
yang merekomendasikan Praktikan untuk mengajukan PKL di sebuah 
yayasan pendidikan, di mana yayasan tersebut berada tidak jauh dari 
kampus. Untuk meyakinkan keputusan akhir, Praktikan mengajukan 
berbagai pertanyaan kepada senior tersebut berkaitan dengan output apa saja 
yang akan diperoleh jika melaksanakan PKL di sana. Setelah dijelaskan 




akhirnya Praktikan memiliki keyakinan untuk melakukan pengajuan PKL di 
tempat tersebut. 
       Praktikan mempersiapkan segala kebutuhan dan administrasi yang 
diperlukan untuk mengajukan PKL kembali. Langkah awal yang diambil 
oleh Praktikan adalah dengan menghubungi kontak personal salah satu 
perwakilan dari yayasan tersebut yang diberikan oleh senior terlebih dahulu, 
guna memastikan apakah tempat tersebut menerima pelaksanaan kegiatan 
PKL atau tidak. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa yayasan tersebut 
dapat menerima pelaksanaan kegiatan PKL, Praktikan segera mengajukan 
pembuatan Surat Permohonan Izin PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK), di mana data pengajuan tersebut di-input di Tata Usaha 
Fakultas Ekonomi melalui website Sipermawa pada 08 Maret 2019. Setelah 
menunggu beberapa hari, Surat Permohonan Izin PKL dapat diambil oleh 
Praktikan di BAAK. Dan Praktikan segera menyerahkannya ke Yayasan 
Asrama Pelajar Islam (YAPI) Rawamangun. Setelah menunggu selama dua 
pekan, akhirnya Praktikan mendapatkan telepon dari pihak YAPI mengenai 
kelanjutan pengajuan PKL Praktikan. Praktikan juga diminta oleh pihak 
YAPI untuk bertemu dengan Kepala Bagian Keuangan YAPI secara 
langsung sebelum melakukan pelaksanaan PKL. Praktikan bertemu secara 
langsung dengan Kepala Bagian Keuangan YAPI pada 29 Maret 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Waktu pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh Praktikan kurang lebih 




15 Juli sampai dengan 18 September 2019. Dengan ketentuan PKL sebagai 
berikut: 
Hari kerja : Senin s/d Jum’at 
Jam kerja : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 
Jam istirahat : 12.00 WIB s/d 13.00 WIB  
       Praktikan melaksanakan PKL pada bagian keuangan YAPI dengan 
lingkungan kerja yang sangat kondusif dan bersahabat. Praktikan juga diberi 
ilmu mengenai sistem akuntansi yang dijalankan di YAPI oleh pembimbing 
di sana. 
3. Tahap Pelaporan 
       Pada saat pelaksanaan PKL telah selesai, salah satu kewajiban 
Praktikan adalah menyusun laporan pelaksanaan PKL yang merupakan 
bukti, rekam jejak dan pertanggungjawaban Praktikan mengenai segala 
kegiatan yang dilaksanakan selama PKL. Penyusunan laporan PKL ini 
merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Jakarta. Penyusunan 
laporan diawali dengan mengumpulkan data-data informasi perusahaan, 
dokumentasi data pekerjaan, daftar hadir selama PKL, serta berbagai data 
lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan laporan PKL. 
Praktikan menyusun laporan PKL ini sesuai dengan buku pedoman PKL 
dan petunjuk dari dosen pembimbing. Penyusunan laporan PKL dimulai 





       Tahap-tahap yang ada pada praktik PKL dapat disimpulkan pada tabel 
berikut ini: 
Tabel I.2 Tahapan Praktik Kerja Lapangan 
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 
Persiapan             
Pelaksanaan             
Pelaporan             






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Yayasan Asrama Pelajar Islam 
1. Sejarah dan Perkembangan Ruang Lingkup YAPI 
       Pendirian Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) awalnya dipelopori 
oleh Bapak Muhammad Natsir pada tahun 1952, di mana pada masa itu 
beliau merupakan Perdana Menteri Republik Indonesia. Pendirian ini 
didasarkan pada sebuah pemikiran bagaimana agar Mahasiswa Islam dan 
Pelajar Islam dapat berkumpul untuk belajar dan juga diiringi dengan 
perjuangan. Pemikiran tersebut disambut dengan baik oleh Prawoto 
Mangkusasmito sebagai Wakil Perdana Menteri Kabinet Wilopo-Prawot 
dan Meester Sindian Djajadiningrat sebagai Kepala Jawatan Pajak Bumi, di 
mana kedua orang tersebut merupakan tokoh-tokoh yang peduli dengan 
pergerakan Islam pada masa itu. 
       YAPI mulai beroperasional pertama kali sejak 4 Mei 1952. Namun, 
pendirian dihadapan Notaris Raden Kadiman di Jakarta baru dilaksanakan 
pada Senin, 26 Mei 1952. Pendirian dihadapan notaris ini dilakukan oleh 
delapan orang, yaitu Prawoto Mangkusasmito (Wakil Perdana Menteri 
Kabinet Wilopo-Prawoto), Wartomo (Mahasiswa Akademi Dinas Luar 
Negeri), Meester Sindian Djajadiningrat (Kepala Jawatan Pajak Bumi), 
Abdul Kadir (Mahasiswa Fakultas Kedokteran), Djamalus Nurut (Pelajar), 
Joesdi Ghazali (Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam), Hariri Hady 




Wartawan). Yang kemudian, kedelapan orang tersebut menjadi Badan 
Pengurus YAPI untuk pertama kali (terdapat pada Lampiran 9).  
       Aktivitas operasional YAPI pertama kali dilakukan di Jl. Bunga No. 7 
(sekarang No. 21) Matraman Jakarta Timur, yang saat ini telah menjadi 
Asrama Mahasiswa Islam Sunan Gunung Jati (ASGJ). Gedung tersebut 
dibeli dari sumbangan Yayasan Dana Sosial. Kemudian, pada tahun 1952 
sampai dengan 1953, YAPI mulai memperlebar kegiatan dan sarananya 
dengan membeli tanah dan gedung di Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun, 
yang saat ini telah menjadi Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri (ASG) dan 
Komplek Pendidikan YAPI. Pada beberapa tahun berikutnya, YAPI juga 
mulai memperluas bidang kegiatannya tidak hanya di bidang penyediaan 
asrama, tetapi juga di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan berdasarkan 
masukan dari berbagai pihak kepada YAPI. Perluasan bidang kegiatan 
tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar YAPI dihadapan Notaris Yudo 
Paripurno, S.H. dengan akta No. 10 tahun 1993 dengan domisili kantor 
Yayasan di Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun. 
       Untuk mendukung kegiatannya di bidang pendidikan, akhirnya YAPI 
memilih Al-Azhar sebagai mitra untuk mengelola pendidikan Al-Azhar 
Rawamangun, mulai dari tingkat Kelompok Bermain (Play Group) sampai 
dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pengembangan pada 
bidang tersebut dimulai dengan mendirikan gedung TK Islam Al-Azhar 13 
Rawamangun dan SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun pada tahun 1993, 




1995, didirikan Sanggar Bermain dan Kelompok Bermain (SB-KB Sakinah) 
dan mulai beroperasi pada 5 Agustus 1996. Pengembangan terus berlanjut 
pada tahun 2000, dengan didirikannya SMP Islam Al-Azhar 12 
Rawamangun dan mulai beroperasi pada tahun 2003, di mana saat ini sudah 
berstatus sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sejak 14 
September 2009. 
       Dalam perjalanan karirnya, YAPI mengalami beberapa kali perubahan 
nama. Pada tahun 2006 dalam Rapat Badan Pembina di Hotel Accacia 
Jakarta, diputuskan untuk mengganti nama “Yayasan Asrama Pelajar Islam” 
(YAPI) menjadi “Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam” (YAPI). Namun, 
pada tahun 2011, diputuskan kembali menjadi “Yayasan Asrama Pelajar 
Islam” (YAPI). 
2. Visi dan Misi YAPI 
       Visi dari YAPI adalah “Terwujudnya Generasi Muda Islam Agar 
Menjadi Manusia Indonesia Seutuhnya yang Bertaqwa, Cendekiawan 
Pejuang dalam Rangka Pembangunan Masarakat, Bangsa, Negara dan 
Agama”. Di mana visi ini meliputi tiga bidang, yaitu membangun dan 
mengembangkan bidang pendidikan, bidang keagamaan dan bidang 
kemanusiaan. 
       Misi YAPI pun meliputi tiga bidang tersebut, yaitu sebagai berikut: 
a. Bidang Pendidikan 
1) Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Islam; 
2) Mendirikan dan menyelenggarakan Asrama Mahasiswa Islam; 




b. Bidang Keagamaan 
1) Mendirikan dan menyelenggarakan sarana ibadah, pondok pesantren 
dan madrasah; 
2) Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, sadakah, dan wakaf; 
3) Melaksanakan syiar keagamaan dan studi keagamaan. 
c. Bidang Kemanusiaan 
1) Memberikan dan menyelenggarakan program beasiswa untuk anak 
yatim dan anak tidak mampu agar berprestasi; 
2) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tuna wisma dan 
fakir miskin. 
3. Prestasi-Prestasi YAPI 
       Berikut ini berbagai prestasi atau penghargaan yang diperoleh YAPI, 
khususnya yang diperoleh oleh masing-masing unit sekolah di YAPI: 
Tabel II.1 Prestasi-Prestasi YAPI 
Prestasi Nama Kegiatan Tahun 
TK ISLAM AL-AZHAR 13 RAWAMANGUN 
Juara 1 Al Kafa CUP Al Azhar Kemang Pratama 2019 
   
SD ISLAM AL-AZHAR 13 RAWAMANGUN 
Juara 2 OLKA se-Indonesia Bidang Matematika 2012 
Juara 3 OLKA se-Indonesia Bidang Matematika 2012 
Juara 2 OLKA se-Indonesia Bidang Pidato 2012 
Juara 3 Indonesia Sains Festival 2013 
Juara 2 International Mathematic Contest di Singapura 2013 
Juara 3 International Mathematic Contest di Singapura 2013 
Juara 2 Matematika Nalaria Realistik se-Indonesia 2013 
Juara 1 Jaktour Cup 2018 
Juara 3 OLKA Bidang IPA Kelas 5 2019 
Juara 2 OLKA Bidang Matematika Kelas 4 2019 
Juara 2 OLKA Bidang MTQ Putra 2019 





SMP ISLAM AL-AZHAR 12 RAWAMANGUN 
Juara 1 Alarm Cup - Basket Putra dan Putri  2018 
Best 
Innovation 
Robofest Universitas Al Azhar Indonesia 2018 
Juara 3 Hanoi Math Olympiad 2019 
Medali Emas 
Invitasi Beladiri Taekwondo Tingkat Kota 




Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat 
Nasional Bidang Matematika 
2019 
Peringkat III 
Sekolah Berprestasi Kategori A tingkat SMP 
Islam Al Azhar se-Indonesia 
2019 
Juara 3 
UKA OSA Tingkat Nasional se-Al Azhar 
Bidang Cipta dan Baca Puisi 
2019 
Juara 3 
UKA OSA Tingkat Nasional se-Al Azhar 
Bidang Debat Bahasa Indonesia 
2019 
Juara 3 









UKA OSA Tingkat Nasional se-Al Azhar 
Bidang Story Telling 
2019 
Sumber : YAPI Al-Azhar Rawamangun, http://www.facebook.com/ 
B. Struktur Organisasi 
       Sebagai salah satu yayasan yang telah lama berdiri, tentunya YAPI 
memiliki struktur kepengurusan yang telah diatur sedemikian rupa dalam 
rangka meningkatkan efisensi dan efektivitas kegiatan operasional yayasan. 
Tidak hanya itu saja, YAPI juga memiliki struktur organ yayasan yang diatur 
dalam rangka untuk menciptakan good governance. Susunan struktur organ 
YAPI periode 2016 sampai dengan 2021 terdiri dari Badan Pembina, Badan 




       Seluruh tugas dan wewenang organ yayasan telah diatur dalam Undang-
Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Pembina 
       Pembina merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan yang 
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang 
terkait atau Anggaran Dasar. Kewenangan yang dimiliki Pembina, meliputi: 
a. Memberikan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 
b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota 
Pengawas; 
c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar 
Yayasan; 
d. Mengesahkan program kerja dan rancangan tahunan yayasan; 
e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran 
yayasan. 
       Pembina bertugas untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali 
dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi 
tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai 
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk 
tahun yang akan datang. 
2. Pengawas 
       Pengawas merupakan  organ  yayasan  yang  bertugas  melakukan  
pengawasan  serta  memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan 




dokumen, keuangan, dan pembukuan yayasan, serta berhak mengetahui 
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. Pengawas  dapat  
memberhentikan  sementara  anggota  Pengurus  dengan  menyebutkan 
alasannya. 
3. Pengurus  
       Pengurus merupakan organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan 
yayasan. Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab penuh atas 
kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Dalam  
menjalankan  tugasnya,  Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan 
pelaksana kegiatan yayasan. Selain itu, setiap Pengurus bertanggung jawab 
penuh secara pribadi jika yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya 
tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan 
kerugian yayasan atau pihak ketiga. Pengurus berhak mewakili yayasan baik 
di dalam maupun di luar Pengadilan yang berkaitan dengan segala hal atau 
kejadian, dengan pembatasan atau larangan terhadap hal-hal berikut: 
a. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang; 
b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; 
c. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; 
d. Mengadakan  perjanjian  dengan  organisasi  yang terafiliasi  dengan  
yayasan,  Pembina,  Pengurus,  dan/atau  Pengawas yayasan, atau 







       Penasihat merupakan wakil pengurus yang berasal dari anggota 
pengurus yayasan yang bertugas untuk mendampingi dan mengayomi setiap 
lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan yayasan sesuai dengan 
bidang masing-masing. Penasihat memiliki tugas dan wewenang sebagai 
berikut: 
a. Memberikan nasihat, arahan dan pertimbangan kepada Pengurus, baik 
diminta maupun tidak diminta; 
b. Memberikan pembelaan kepada semua anggota Pengurus; 
c. Mempertimbangkan, memberikan saran dan arahan dalam mengangkat 
dan memberhentikan anggota Pengurus; 
d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus; 
e. Memberi penjelasan kepada masyarakat terkait program dan kebijakan 
yayasan; 
f. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi ketika yayasan mengalami 
masalah yang dianggap darurat. 
       Sedangkan, secara umum, susunan struktur kepengurusan YAPI periode 
2016 sampai dengan 2021 terdapat pada Lampiran 11. Kepengurusan YAPI 
dikepalai langsung oleh Pengurus YAPI, yang terdiri dari Ketua Umum, 
Sekretaris, Bendahara, beserta wakilnya masing-masing. Pengurus YAPI 
membawahi Direktur Perguruan, Direktur Asrama Sunan Gunung Jati (ASGJ), 
Direktur Asrama Sunan Giri (ASG), Direktur Asrama Wali Songo (AWS), dan 




dua jenis jalur, yaitu jalur instruksi perguruan dan jalur koordinasi non-
perguruan. Jalur instruksi perguruannya, yaitu kepada Kepala Sekolah Sanggar 
Bermain dan Kelompok Bermain (SB-KB Sakinah), Kepala Sekolah TK Islam 
Al-Azhar 13 Rawamangun, Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 13 
Rawamangun, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 12 Rawamangun dan 
kepada Staf Administrasi Perguruan. Sedangkan, jalur koordinasi non-
perguruannya, yaitu dengan Kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bagian 
Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, dan 
Tim Riset Pengembangan Pendidikan dan Kepemimpinan (RPPK).  
       Struktur Kepengurusan YAPI dapat dikatakan cukup kompleks, karena 
mengingat bahwa YAPI membawahi asrama-asrama mahasiswa dan sekolah-
sekolah Al-Azhar lainnya yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun, 
dan seluruh bagian harus dikelola dengan baik. Namun, pada bagian ini 
Praktikan hanya akan berfokus pada penjelasan di jalur koordinasi non-
perguruan, yang meliputi struktur, tugas dan wewenang dari Bagian 
Kesekretariatan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Sumber Daya 
Manusia. 
1. Bagian Kesekretariatan 
       Bagian Kesekretariatan, meliputi staf administrasi dan rumah tangga, 
staf resepsionis, staf dokumentasi, serta driver dan office boy. Bagian 
Kesekretariatan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 




b. Memverifikasi surat-surat masuk yang sudah diagendakan staf 
administrasi dan memonitor pendistribusian surat masuk dan keluar;  
c. Membuat dan memberi nomor surat-surat dan menjaga dokumen-
dokumen operasional penting YAPI; 
d. Menerima tamu yayasan jika BPH YAPI tidak hadir;  
e. Memonitor pemakaian kendaraan operasional yayasan, pemakaian ruang 
rapat gedung YAPI Center dan mengurus keperluan dinas BPH YAPI;  
f. Memberikan disposisi terhadap surat-surat yang telah diagendakan untuk 
dilaksanakan;  
g. Bertanggung jawab kepada BPH YAPI.   
2. Bagian Keuangan 
       Bagian Keuangan bertanggungjawab atas semua transaksi keuangan 
yang dilakukan oleh YAPI, dan juga melakukan koordinasi keuangan 
dengan Kepala Tata Usaha setiap unit sekolah yang ada di YAPI. Kegiatan 
operasional pada bagian ini biasanya berkaitan dengan transaksi penerimaan 
maupun pengeluaran kas di YAPI. 
       Transaksi pengeluaran kas biasanya diawali dengan menerima 
pengajuan dana, baik dari bagian-bagian lainnya maupun dari tata usaha 
unit-unit sekolah yang ada di YAPI. Pada bagian awal ini, Kasir akan 
membuat voucher pengeluaran kas, yang kemudian akan diotorisasi oleh 
Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara YAPI. Setelah disetujui, maka 
Kasir akan melakukan pendistribusian keuangan kepada pihak-pihak terkait 




Akuntansi dan Perpajakan akan melakukan pencatatan atas transaksi 
keuangan tersebut. 
       Sedangkan, transaksi penerimaan kas biasanya berkaitan dengan 
penerimaan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) maupun uang 
pangkal (UP) peserta didik dari setiap unit sekolah. Kepala Sub Bagian SPP 
biasanya akan melakukan pemeriksaan pembayaran yang dilakukan oleh 
peserta didik di setiap harinya berdasarkan rekening koran dan juga sistem 
SPP YAPI. Setelah itu, Kasir akan membuat voucher penerimaan kas, yang 
kemudian akan diotorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara 
YAPI. Setelah disetujui, maka Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 
Perpajakan akan melakukan pencatatan atas transaksi keuangan tersebut. 
Berkaitan dengan perannya sebagai yayasan pendidikan, maka pendapatan 
SPP maupun uang pangkal dari peserta didik setiap unit sekolah merupakan 
dana utama yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh 
bagian dan unit sekolah yang ada di YAPI. 
       Bagian Keuangan terdiri dari empat orang yang masing-masing 
memiliki tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagian ini 
dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang membawahi Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan, Kepala Sub Bagian SPP, dan Kasir. 
a. Kepala Bagian Keuangan 
       Tugas utama Kepala Bagian Keuangan adalah bertanggung jawab 




dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dan 
wewenang dari Kepala Bagian Keuangan, antara lain: 
1) Membuat rencana kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan 
untuk menjaga kestabilan pekerjaan dan perencanaan yang baik; 
2) Merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran 
yayasan, serta mengontrol atau memonitor penggunaan anggaran 
tersebut guna memastikan penggunaan dana secara efektif dan 
efisien dalam menunjang kegiatan operasional yayasan; 
3) Mengoperasikan roda kehidupan yayasan sebaik (efektif dan efisien) 
mungkin dengan menjalin kerja sama dengan kepala bagian lainnya. 
4) Mengambil keputusan penting yang meliputi investasi dan berbagai 
pembiayaan lainnya serta semua hal yang terkait dengan keputusan 
tersebut; 
5) Menyusun laporan kinerja bagian keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban; 
6) Bertanggungjawab kepada BPH YAPI. 
b. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan 
       Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan memiliki aktivitas dan 
tanggung jawab utama, yaitu melakukan dokumentasi dan pencatatan di 
keuangan yayasan. Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Sub Bagian 
Akuntansi dan Perpajakan, antara lain: 
1) Membuat rencana kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan 




2) Melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan otorisasi voucher 
untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan; 
3) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung 
voucher yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam pencatatan 
akuntansi; 
4) Melakukan pencatatan jurnal dari voucher yang telah diberi nomor 
oleh kasir; 
5) Melakukan pengarsipan voucher yang sudah dicatat dalam sistem 
pencatatan akuntansi, yang nantinya akan berguna untuk keperluan 
audit di akhir periode akuntansi; 
6) Melakukan rekonsiliasi antara rekening koran, pencatatan kasir dan 
pembukuan akuntansi setiap bulannya; 
7) Membuat daftar uang muka yang belum di-LPJ-kan; 
8) Membuat laporan perhitungan pajak bulanan dan tahunan; 
9) Membuat laporan keuangan YAPI; 
10) Melakukan penyesuaian antara laporan keuangan yang telah diaudit 
dengan laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya; 
11) Bertanggungjawab kepada BPH YAPI. 
c. Kepala Sub Bagian SPP 
       Tugas utama Kepala Sub Bagian SPP adalah memonitor penerimaan 
uang dari peserta didik setiap unit sekolah, baik berupa Sumbangan 
Pengelolaan Pendidikan (SPP) maupun Uang Pangkal (UP) secara rutin. 




1) Membuat rencana kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan 
untuk menjaga kestabilan pekerjaan dan perencanaan yang baik;  
2) Mencocokkan penerimaan uang dari pembayaran SPP dan UP 
peserta didik tiap unit sekolah YAPI secara rutin; 
3) Membuat voucher penerimaan SPP dan UP; 
4) Memperhitungkan SPP maupun UP peserta didik yang harus 
diterima pada setiap tahun ajaran baru; 
5) Melakukan pendataan diskon atau pemotongan SPP pada setiap 
tahun ajaran baru; 
6) Melakukan pendataan peserta didik yang masih belum membayar 
SPP maupun UP pada jangka waktu pembayaran yang telah 
ditentukan; 
7) Membuat Laporan SPP Bulanan; 
8) Berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha setiap unit sekolah untuk 
menyelesaikan permasalahan peserta didik yang menunggak SPP 
maupun UP; 
9) Bertanggungjawab kepada BPH YAPI. 
d. Kasir 
       Kasir memiliki tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut: 
1) Melakukan perencanaan kas untuk hari kerja berikutnya; 
2) Membuat voucher pengeluaran kas/bank; 
3) Membayarkan segala jenis pengeluaran, meliputi pengadaan 




mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang (Bendahara dan 
Kepala Bagian Keuangan); 
4) Melakukan penyetoran dan penarikan uang kas/tunai ke dan dari 
Bank dan atau lembaga keuangan formal lainnya; 
5) Menyimpan sisa uang kas (saldo kas) dan perincian kas ke dalam 
brankas; 
6) Membuat voucher register atau buku catatan kas/bank untuk setiap 
bulannya; 
7) Memberikan Laporan Catatan Kas/Bank setiap bulannya kepada 
Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara YAPI; 
8) Bertanggungjawab kepada BPH YAPI. 
3. Bagian Umum 
       Bagian Umum bertanggungjawab atas pemeliharaan, inventaris dan IT, 
teknisi, serta kebersihan dan parkir. Bagian Umum memiliki tugas dan 
wewenang, antara lain: 
a. Membuat kerja harian, mingguan dan bulanan mengenai tugas-tugas 
yang akan dilakukan; 
b. Membuat dan menyusun perencanaan pengadaan dan pemeliharaan 
sarana prasarana;  
c. Mengordinir pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi sarana 
prasarana;  




e. Mengordinir dan menata sistem keamanan YAPI dan pemeliharaan 
taman YAPI;  
f. Membuat laporan bulanan kepada Pengurus YAPI;  
g. Bertanggung jawab kepada BPH YAPI. 
4. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 
       Bagian SDM memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan pegawai 
yayasan. Bagian ini mengatur penggajian untuk setiap pegawai berdasarkan 
kinerjanya masing-masing. Kepala Bagian SDM bertanggungjawab atas 
administrasi staf dan pembayaran gaji, DKM Masjid, satpam, dan Tim Guru 
Ummi (Al Quran). Tugas dan wewenang Bagian SDM, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Mengembangkan dan mengelola SDM YAPI;  
b. Membuat sistem SDM yang efektif dan efisien dengan membuat SOP, 
job description, sistem pengembangan dan pelatihan;  
c. Menganalisis rekapitulasi absen kehadiran pegawai; 
d. Memverifikasi pengajuan gaji, transport, restitusi, lembur, insentif, 
seragam dan THR pegawai;  
e. Membuat konsep SK pengangkatan pegawai tetap, surat tugas, kenaikan 
golongan dan surat keterangan;  
f. Mengordinir kegiatan evaluasi kinerja pegawai, pembinaan dan seleksi 
penerimaan pegawai baru;  
g. Membuat arsip dokumen kepegawaian;  




i. Mengajukan permohonan kesejahteraan karyawan;  
j. Bertanggungjawab kepada BPH YAPI. 
C. Kegiatan Umum Yayasan Asrama Pelajar Islam 
       Kegiatan umum yang dilakukan oleh YAPI, meliputi bidang pendidikan 
dan juga asrama. Di bidang pendidikan, YAPI mengembangkan sekolah-
sekolah yang bermitra dengan Al-Azhar mulai dari Kelompok Bermain (Play 
Group) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sanggar Bermain dan Kelompok Bermain (SB-KB) Sakinah 
       SB-KB Sakinah merupakan lembaga pendidikan anak usia dini, yang 
bertujuan untuk membantu proses perkembangan anak usia 2 sampai dengan 
3 tahun agar potensi fitrah dapat berkembang secara optimal, baik 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, maupun kecerdasan spiritual, 
yang pada akhirnya membentuk anak sholeh/sholehah, yang aktif, kreatif, 
mandiri, cerdas, dan berakhlak mulia. Dalam kegiatannya SB-KB Sakinah 
mulai aktif beroperasional pada 5 Agustus 1996, dan pada saat ini telah 
didukung dengan sarana gedung yang dimiliki sendiri, sarana bermain dan 
kolam renang mini. 
2. TK Islam Al-Azhar (TKIA) 13 Rawamangun 
       TKIA 13 Rawamangun mulai aktif beroperasional sejak tahun 1994, 
dan pada saat ini telah didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup 
memadai. TKIA 13 Rawamangun memiliki komitmen untuk mewujudkan 
peserta didiknya menjadi cendikiawan muslim yang bertakwa dan berakhlak 




diri sendiri, memiliki kepribadian yang kuat, berwatak pejuang dan juga 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan keluarganya serta 
bertanggung jawab atas pembangunan umat. 
3. SD Islam Al-Azhar (SDIA) 13 Rawamangun 
       SDIA 13 Rawamangun mulai aktif beroperasional sejak tahun 1994, 
dan diproyeksikan  menjadi  sekolah  unggulan  yang memiliki ciri khas 
keislaman dengan penguasaan ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   yang 
berlandaskan  keimanan  dan  ketakwaan. Sejak  tahun  2004/2005, sekolah 
ini telah  menerapkan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi (KBK)  disamping  
kurikulum  Al-Azhar. Dan pada saat ini, SDIA 13 Rawamangun telah 
berakreditasi A (Amat Baik), serta didukung dengan sarana dan prasarana 
yang memadai. 
4. SMP Islam Al-Azhar (SMPIA) 12 Rawamangun 
       SMPIA 12 Rawamangun didirikan pada tahun 2000 atas kerjasama 
Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar dengan Yayasan Asrama Pelajar 
Islam (YAPI). Sekolah ini diakreditasi oleh tim Akreditasi dari BAP (Badan 
Akreditasi Propinsi) Depdiknas DKI Jakarta dengan nilai A (Amat Baik) 
dan dipersiapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Pada saat 






       Selain unit sekolah, YAPI juga mendirikan dan mengelola asrama-asrama, 
antara lain sebagai berikut: 
1. Asrama Sunan Gunung Jati (ASGJ) 
       ASGJ merupakan asrama yang terletak di Matraman dan dibangun 
sejak tahun 1952. Asrama ini didirikan untuk membantu dan meringankan 
beban pelajar dan mahasiswa Islam dengan tujuan untuk membangun 
angkatan baru yang berjiwa Islam guna pembangunan negara, bangsa dan 
agama. Terdapat tiga sumber eksistensi ASGJ diantaranya adalah 
peningkatan akademik dan kajian keilmuan, peningkatan keagamaan (syiar) 
keislaman dan pengabdian masyarakat. 
2. Asrama Sunan Giri (ASG) 
       ASG merupakan asrama yang berkedudukan di Komplek Yayasan 
Asrama Pelajar Islam, Rawamangun. Asrama ini berdiri sejak tahun 1963, 
dan berlandaskan Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. ASG 
bertujuan untuk mencetak kader-kader muda Islam yang memiliki jiwa 
perjuangan yang tinggi. Didukung dengan kegiatan kajian ilmiah dan 
pengaderan, dakwah syiar Islam dan kerohanian Islam, pengembangan 
pendidikan dan pelatihan, pengembangan kewirausahaan, bahasa dan seni 
serta keolahragaan membuat alumni ASG telah menyebar ke berbagai lini 
kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan, 





3. Asrama Wali Songo (AWS) 
       AWS merupakan asrama yang mulai beroperasional pada tahun 2014, 
yang diarahkan untuk menjadi pusat inkubator pemimpin masa depan 
terutama untuk mahasiswa Universitas Indonesia dan sekitarnya. Asrama ini 
merupakan asrama pembinaan secara Islami yang kredibel bagi Mahasiswa 
Islam yang ingin mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya selain 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan melakukan PKL selama 40 hari kerja, terhitung mulai dari 15 
Juli sampai dengan 18 September 2019 di Bagian Keuangan YAPI. Dibawah 
bimbingan dari Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan, serta Kepala 
Sub Bagian SPP, Praktikan membantu beberapa tugas yang diberikan di bagian 
tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemberian tugas tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi dua sub bagian, yaitu: 
1. Sub Bagian SPP 
a. Mencocokkan penerimaan uang dari pembayaran SPP dan UP peserta 
didik tiap unit sekolah YAPI secara rutin; 
b. Membuat voucher penerimaan SPP dan UP; 
c. Memperhitungkan UP peserta didik yang harus diterima pada setiap 
tahun ajaran baru; 
d. Melakukan pendataan diskon atau pemotongan SPP pada setiap tahun 
ajaran baru. 
2. Sub Bagian Akuntansi 
a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung 





b. Melakukan pencatatan jurnal dari voucher yang telah diberi nomor oleh 
kasir; 
c. Melakukan pengarsipan voucher yang sudah dicatat dalam sistem 
pencatatan akuntansi, yang nantinya akan berguna untuk keperluan 
audit di akhir periode akuntansi; 
d. Melakukan rekonsiliasi antara rekening koran, pencatatan kasir dan 
pembukuan akuntansi setiap bulannya; 
e. Melakukan penyesuaian antara laporan keuangan yang telah diaudit 
dengan laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan melaksanakan PKL dengan bimbingan dan arahan yang 
diberikan oleh Bapak Alek Jamaluddin, selaku Kepala Sub Bagian Akuntansi 
dan Perpajakan di sana. Beliau memberikan beberapa kesempatan kepada 
Praktikan untuk mendalami akuntansi yang ada di YAPI dengan memberikan 
beberapa penugasan (terdapat pada Lampiran 5). Selain itu, Praktikan juga 
mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Gilang Kemal Ramadhitya, 
selaku Kepala Sub Bagian SPP dan disertai dengan bimbingan dan arahan dari 
beliau juga. Pada akhir pelaksanaan PKL ini, pembimbing Praktikan, Bapak 
Alek Jamaluddin memberikan penilaian secara komprehensif (terdapat pada 
Lampiran 3). Praktikan sangat terbantu oleh rasa peduli dan kekeluargaan 
yang diberikan oleh karyawan di sana, sehingga Praktikan mudah untuk 
mengakses apapun yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan PKL ini. 
       Untuk melaksanakan semua penugasan tersebut, Bagian Keuangan YAPI 




merupakan perangkat lunak (software) siap pakai yang nantinya akan 
digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Program 
aplikasi yang biasa digunakan di bagian ini adalah sebagai berikut: 
1. Program Aplikasi SPP YAPI 
        Program aplikasi SPP YAPI merupakan salah satu bagian yang 
terdapat pada program aplikasi YAPI. Program aplikasi YAPI merupakan 
sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh pihak internal YAPI untuk 
menyimpan data dalam jumlah besar, yang kemudian dari data ini dapat 
dihasilkan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mendukung 
pengambilan keputusan di masa mendatang. Program aplikasi YAPI terdiri 
atas tiga jenis, yaitu program aplikasi untuk penerimaan murid baru, 
program aplikasi untuk SPP, dan program aplikasi untuk inventaris. 
Tampilan awal program aplikasi YAPI terdapat pada Lampiran 13. 
       Untuk program aplikasi SPP itu sendiri biasanya digunakan untuk 
mengetahui dan memonitor pembayaran SPP maupun UP peserta didik dari 
berbagai unit sekolah yang ada di YAPI. Dari program aplikasi ini, pihak 
YAPI dapat mengetahui jumlah penerimaan SPP dan UP pada setiap 
periodenya dan mengetahui siapa saja peserta didik yang sudah atau belum 
membayar SPP maupun UP. Sehingga, ketika ada peserta didik yang belum 
melakukan pembayaran SPP maupun UP, pihak YAPI dapat mengingatkan 







2. Program Aplikasi Odoo 
       Program aplikasi Odoo merupakan sebuah perangkat lunak aplikasi 
bisnis yang mencakup CRM (Customer Relationship Management) atau 
menurut definisinya sendiri CRM merupakan strategi bisnis yang 
memadukan proses, manusia dan teknologi. Odoo merupakan salah satu 
aplikasi Open Source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai 
aplikasi sistem informasi pada suatu usaha. 
       Dikutip dari Pkp.co.id, ERP atau Enterprise Resource Planning 
merupakan aplikasi manajemen bisnis yang membantu pengelolaan binis 
secara terintegrasi, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Open 
Source dan Close Source. Open Source ERP merupakan istilah yang 
digunakan untuk software atau perangkat lunak yang kode pemrogramannya 
disediakan oleh pengembang untuk umum agar dapat dipelajari cara 
kerjanya, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. 
Sedangkan, Close Source ERP merupakan software yang dipublikasikan 
tanpa memberikan source code-nya. 
       Terdapat banyak modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain 
Accounting, Inventory, Sales, Purchase, Point Of Sales, CRM, Website, 
Blog, Chat, Human Resources, E-commerce, Project Management dan 
masih banyak lagi. Pengguna program aplikasi ini dapat meng-install 
modul-modul yang dibutuhkan oleh mereka. Tampilan awal program 
aplikasi Odoo dan modul-modul yang digunakan oleh YAPI terdapat pada 
Lampiran 13. Program aplikasi ini biasanya digunakan oleh pihak YAPI 




sehingga informasi yang diperoleh dari program aplikasi ini dapat 
digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen ke 
depannya. 
       Secara umum, beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan selama  
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
1. Mencocokkan Penerimaan Uang dari Pembayaran SPP dan UP Peserta 
Didik Tiap Unit Sekolah YAPI Secara Rutin  
       Karena YAPI bergerak pada bidang pendidikan, maka pendapatan 
utamanya adalah penerimaan dari peserta didik setiap unit sekolah, yaitu 
dari SPP maupun UP. SPP merupakan sumbangan berupa dana untuk 
pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu instansi pendidikan yang 
biasanya dibayarkan secara periodik (misalnya, setiap bulan). Sedangkan, 
UP merupakan uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta 
didik ketika pertama kali memasuki instansi pendidikan tersebut, yang 
biasanya ditujukan untuk pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana, 
seragam, dan berbagai hal lainnya. Di YAPI itu sendiri, pembayaran UP 
dapat dilakukan dengan cara melunasi secara sekaligus ataupun dapat 
dilakukan dengan pencicilan pembayaran selama peserta didik masih 
terdaftar di unit sekolah terkait.  
       Setiap terdapat penerimaan SPP maupun UP, harus dilakukan 
pengecekan terlebih dahulu antara penerimaan yang terdapat pada program 
aplikasi SPP YAPI dengan penerimaan yang terdapat pada rekening koran 
Bank Muamalat Indonesia (BMI). Untuk penerimaan SPP biasanya dapat 




dilihat pada rekening koran BMI Escrow (Uang Pangkal). Pengecekan ini 
dilakukan guna mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah yang 
diterima pada tanggal tersebut, baik menurut program aplikasi SPP YAPI 
maupun menurut rekening koran terkait. Ketika terjadi perbedaan antara 
jumlah yang terdapat di program aplikasi dengan yang terdapat di rekening 
koran, maka akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh Kepala Sub Bagian 
SPP. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya permasalahan pada 
program aplikasi atau terdapat permasalahan pada bank, misalnya seperti 
transaksi yang bermasalah pada saat orang tua peserta didik melakukan 
transfer dan belum sampai ke rekening bank terkait. Ketika terjadi 
permasalahan dalam program aplikasi SPP YAPI, biasanya akan 
ditindaklanjuti oleh Sub Bagian IT yang ada di Bagian Umum YAPI. 
Sedangkan, jika terjadi permasalahan pada transaksi di bank, maka akan 
ditindaklanjuti oleh bank yang bersangkutan. Hal ini salah satunya 
dilakukan untuk membantu pihak YAPI dalam menyelesaikan permasalahan 
ketika terdapat pembayaran SPP maupun UP yang diklaim sudah 
dibayarkan oleh orang tua peserta didik, namun pada program aplikasinya 





Gambar III.1 Alur Pencocokkan Penerimaan Uang dari Pembayaran 
SPP dan UP Peserta Didik Tiap Unit Sekolah YAPI 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan ini adalah 
rekapitulasi harian SPP (terdapat pada Lampiran 16B) maupun UP 
(terdapat pada Lampiran 18B) dari setiap unit sekolah, serta rekening koran 
harian BMI ZIS (SPP) untuk penerimaan SPP dan rekening koran BMI 
Escrow (Uang Pangkal) untuk penerimaan UP (terdapat pada Lampiran 
14),. Kemudian, dilakukan pencocokkan penerimaan dari data-data tersebut. 
Setelah selesai, jika terdapat perbedaan, maka akan dianalisis lebih lanjut 
oleh Kepala Sub Bagian SPP. Namun, jika tidak terdapat perbedaan, maka 
hasil pengecekan ini nantinya akan digunakan sebagai bukti dasar transaksi 
untuk pembuatan voucher penerimaan bank yang berkaitan dengan SPP 




cukup tinggi ketika melakukan pencocokkan antara data yang terdapat di 
rekapitulasi harian SPP maupun UP dan yang terdapat pada rekening koran 
harian terkait. 
       Pada penugasan ini, Praktikan mencocokkan penerimaan uang, baik 
dari SPP maupun UP. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 
Praktikan pun tidak jauh berbeda untuk keduanya. Berikut ini langkah-
langkah yang dilakukan oleh Praktikan beserta contohnya. 
a. Pencocokkan Penerimaan SPP 
       Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan SPP untuk bulan Juli 
pada 20 Juli 2019 dari setiap unit sekolah yang ada di sana. Informasi ini 
dapat diketahui melalui rekening koran harian BMI ZIS (SPP) yang telah 
diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia. Sebelum akhirnya, pihak YAPI 
melakukan pengakuan pencatatan atas penerimaan ini, maka harus 
dilakukan pencocokkan terlebih dahulu dengan yang ada pada program 
aplikasi SPP YAPI. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk 
memperoleh rekapitulasi harian SPP pada 20 Juli 2019 yang ada pada 
program aplikasi SPP YAPI: 
1) Buka program aplikasi YAPI, kemudian klik “SPP”; 
2) Log-in dengan memasukkan username dan password yang diperoleh 
dari Kepala Sub Bagian SPP, serta memilih “2019-2020” pada kolom 
tahun ajaran. Kemudian, klik tanda “√”; 
3) Pilih menu “Laporan-Laporan” yang ada di sebelah kiri tampilan, 
kemudian pilih “SPP Harian” pada bagian “Laporan Transaksi”; 




5) Kemudian, akan muncul tampilan rekapitulasi harian SPP 20 Juli 2019 
dan cetaklah data tersebut agar lebih mempermudah ketika melakukan 
pencocokkan data. 
       Setelah rekapitulasi harian SPP 20 Juli 2019 telah dicetak, maka 
selanjutnya Praktikan mencocokkan setiap transaksi yang terdapat pada 
rekening koran harian BMI ZIS (SPP) untuk tanggal efektif 20 Juli 2019 
dengan yang terdapat pada rekapitulasi harian SPP 20 Juli 2019. Berikut 
ini adalah cara yang dilakukan oleh Praktikan: 
1) Pada rekening koran harian, lihatlah waktu transaksi pada kolom 
tanggal efektif, nama rekening yang melakukan transfer dan jumlah 
nominal yang diterima. Sebagai contoh, waktu transaksi “Pukul 
10:20:37”, nama rekening “Arjuna Rhein Treezee”, jumlah nominal 
yang diterima “Rp 12.925.000,00”; 
2) Kemudian, carilah yang serupa dengan data tersebut pada rekapitulasi 
harian SPP. Sebagai contoh, pertama-tama cari nama “Arjuna Rhein 
Treezee” pada rekapitulasi harian SPP 20 Juli 2019. Setelah 
ditemukan, ternyata peserta didik atas nama tersebut telah melakukan 
pembayaran SPP untuk bulan Agustus 2019 sampai dengan April 
2020 (11 bulan) dengan SPP per bulan sebesar Rp 1.175.000,00. 
Maka, hitunglah jumlah nominal SPP yang telah dibayarkan olehnya 
pada 20 Juli 2019, yaitu: 
= Rp 1.175.000,00 x 11 bulan 




Hal ini dapat diartikan bahwa SPP yang telah dibayarkan oleh Arjuna 
Rhein Treeze pada 20 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp 
12.925.000,00, baik yang ada pada rekening koran BMI ZIS (SPP) 
maupun rekapitulasi harian SPP pada tanggal tersebut telah 
menunjukkan hasil yang sama atau cocok. 
3) Jika sudah sama, berikan tanda  “√”  pada transaksi yang ada di kedua 
data tersebut. Namun, seandainya jika terdapat perbedaan (misalnya, 
ada transaksi yang masuk di rekening koran harian, namun tidak ada 
transaksi terkait di rekapitulasi harian, ataupun sebaliknya), maka 
berikan tanda lingkaran atau tanda lainnya pada transaksi tersebut. 
Perbedaan ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Sub 
Bagian SPP untuk dianalisis lebih lanjut; 
4) Ketika seluruh data yang ada pada rekening koran harian BMI ZIS 
(SPP) dan rekapitulasi harian SPP pada 20 Juli 2019 telah 
terverifikasi, maka selanjutnya kedua data ini dapat dijadikan sebagai 
dokumen pendukung bukti transaksi untuk pembuatan voucher 
penerimaan SPP pada 20 Juli 2019. 
       Seluruh langkah yang dilakukan untuk pencocokkan penerimaan 
SPP ini dapat dilihat pada Lampiran 14 – 17. 
b. Pencocokkan Penerimaan UP 
       Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan UP pada 25 Juli 
2019 dari salah satu unit sekolah. Informasi ini dapat diketahui melalui 
rekening koran harian BMI Escrow (Uang Pangkal) yang telah diperoleh 




melakukan pengakuan pencatatan atas penerimaan ini, maka harus 
dilakukan pencocokkan terlebih dahulu dengan yang ada pada program 
aplikasi SPP YAPI. Langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan ini 
tidak terlalu jauh berbeda dengan penerimaan SPP. Berikut ini langkah-
langkahnya: 
1) Buka program aplikasi YAPI, kemudian klik “SPP”; 
2) Log-in dengan memasukkan username dan password yang diperoleh 
dari Kepala Sub Bagian SPP, serta memilih “2019-2020” pada kolom 
tahun ajaran. Kemudian, klik tanda “√”; 
3) Pilih menu “Laporan-Laporan” yang ada di sebelah kiri tampilan, 
kemudian pilih “Uang Pangkal Harian” pada bagian “Laporan 
Transaksi”; 
4) Lalu, pilih tanggal “2019-07-25” dan setelah itu klik “Submit”; 
5) Kemudian, akan muncul tampilan rekapitulasi harian UP 25 Juli 2019 
dan cetaklah data tersebut agar lebih mempermudah ketika melakukan 
pencocokkan data. 
       Setelah rekapitulasi harian UP 25 Juli 2019 telah dicetak, maka 
selanjutnya Praktikan mencocokkan setiap transaksi yang terdapat pada 
rekening koran harian BMI Escrow (Uang Pangkal) untuk tanggal efektif 
25 Juli 2019 dengan yang terdapat pada rekapitulasi harian UP 25 Juli 
2019. Berikut ini adalah cara yang dilakukan oleh Praktikan: 
1) Pada rekening koran harian, lihatlah nama rekening yang melakukan 




rekening “Shaena Maritza Aurelia Ruzlina” dan jumlah nominal yang 
diterima “Rp 15.500.000,00”; 
2) Kemudian, carilah yang serupa dengan data tersebut pada rekapitulasi 
harian UP. Sebagai contoh, pertama-tama cari nama “Shaena Maritza 
Aurelia Ruzlin” pada rekapitulasi harian UP 25 Juli 2019. Setelah 
ditemukan, ternyata peserta didik atas nama tersebut telah melakukan 
pembayaran UP sebesar Rp 15.500.000,00. Hal ini dapat diartikan 
bahwa UP yang telah dibayarkan oleh Shaena Maritza Aurelia Ruzlin 
pada 25 Juli 2019 dengan jumlah nominal Rp 15.500.000,00, baik 
yang ada pada rekening koran BMI Escrow (Uang Pangkal) maupun 
rekapitulasi harian UP pada tanggal tersebut telah menunjukkan hasil 
yang sama atau cocok. 
3) Jika sudah sama, berikan tanda  “√”  pada transaksi yang ada di kedua 
data tersebut. Namun, seandainya jika terdapat perbedaan (misalnya, 
ada transaksi yang masuk di rekening koran harian, namun tidak ada 
transaksi terkait di rekapitulasi harian, ataupun sebaliknya), maka 
berikan tanda lingkaran atau tanda lainnya pada transaksi tersebut. 
Perbedaan ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Sub 
Bagian SPP untuk dianalisis lebih lanjut; 
4) Ketika seluruh data yang ada pada rekening koran harian BMI Escrow 
(Uang Pangkal) dan rekapitulasi harian UP pada 25 Juli 2019 telah 




dokumen pendukung bukti transaksi untuk pembuatan voucher 
penerimaan UP pada 25 Juli 2019. 
       Seluruh langkah yang dilakukan untuk pencocokkan penerimaan UP 
ini dapat dilihat pada Lampiran 18. 
2. Membuat Voucher Penerimaan SPP dan UP 
       Setelah transaksi penerimaan SPP maupun UP yang terdapat pada 
rekening koran harian dan rekapitulasi harian telah terverifikasi dengan 
benar, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Praktikan adalah 
membuat voucher penerimaan bank SPP maupun UP. Voucher merupakan 
suatu dokumen yang digunakan sebagai bukti pengesahan untuk penerimaan 
atau pembayaran kas. Setelah disetujui oleh pihak yang berwenang, setiap 
voucher dicatat dalam buku harian yang disebut register voucher, dan 
biasanya dilakukan oleh kasir. Lembaran asli voucher dilampiri dengan 
berbagai dokumen pendukung, misalnya seperti rekening koran, laporan 
penerimaan, faktur pembelian, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. 
       Terdapat dua transaksi utama yang dibuatkan voucher, yaitu voucher 
penerimaan kas/bank dan voucher pengeluaran kas/bank. Voucher 
penerimaan kas/bank merupakan voucher yang dibuat kasir ketika mendapat 
kas dari peserta didik yang melakukan pembayaran SPP maupun UP. 
Sedangkan, voucher pengeluaran kas/bank merupakan voucher yang dibuat 
oleh kasir ketika melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah 
melakukan pembuatan voucher, maka voucher harus disetujui terlebih 
dahulu oleh pihak yang berwenang (misalnya, Kepala Bagian Keuangan dan 




baru dapat dicatat oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan pada 
program aplikasi Odoo. Seluruh voucher ini digunakan untuk memantau 
atau mengawasi siklus perolehan dan pembayaran, data internal dan data 
akuntansi YAPI. 
       Selama pelaksanaan PKL, Praktikan mendapatkan kesempatan untuk 
mempelajari cara pembuatan voucher penerimaan kas/bank. Berikut ini alur 
kerjanya: 
 
Gambar III.2 Alur Pembuatan Voucher Penerimaan SPP dan UP 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini adalah rekapitulasi 
harian SPP (terdapat pada Lampiran 17) maupun UP dari setiap unit 
sekolah, serta rekening koran harian BMI ZIS (SPP) untuk penerimaan SPP 




Pangkal) untuk penerimaan UP yang sudah terverifikasi. Kemudian, seluruh 
data tersebut akan di-input pada program aplikasi SPP YAPI maupun 
program aplikasi Odoo sebagai dasar untuk pembuatan voucher terkait. 
Voucher yang telah dibuat akan diserahkan kepada Kepala Bagian 
Keuangan dan Bendahara YAPI untuk disetujui terlebih dahulu sebelum 
akhirnya dilakukan pencatatan akuntansi oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi 
dan Perpajakan. Untuk melakukan penugasan ini, diperlukan kehati-hatian 
yang cukup tinggi agar tidak terdapat kesalahan dalam pembuatan voucher 
terkait karena nantinya voucher ini akan menjadi bukti transaksi pencatatan 
akuntansi. 
       Pada penugasan ini, Praktikan membuat voucher penerimaan kas/bank, 
baik dari SPP maupun UP. Terdapat sedikit perbedaan langkah-langkah 
untuk keduanya. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan 
beserta contohnya. 
a. Pembuatan Voucher Penerimaan SPP 
       Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan SPP untuk bulan Juli 
pada 21 Juli 2019 dari setiap unit sekolah yang ada di sana dan seluruh 
datanya sudah terverifikasi, baik yang terdapat pada rekening koran 
harian BMI ZIS (SPP) maupun yang terdapat pada rekapitulasi harian 
SPP untuk 21 Juli 2019 sudah cocok. Langkah pertama yang harus 
dilakukan oleh Praktikan untuk membuat voucher penerimaan SPP 
adalah dengan menghitung total penerimaan SPP pada 21 Juli 2019 




1) Pada program aplikasi SPP YAPI, pilih menu “Data Rekening Koran” 
yang ada di sebelah kiri. Kemudian, klik “Tambah Data”; 
2) Pilih tanggal “2019-07-21” dan masukkan saldo akhir yang ada di 
rekening koran harian BMI ZIS (SPP) pada 21 Juli 2019, yaitu sebesar 
“Rp 647.065.395,37”. Kemudian, klik “Tambah”; 
3) Data rekening koran pada program aplikasi SPP YAPI akan ter-
update. Dan dapat diketahui bahwa terdapat penerimaan SPP sebesar 
“Rp 3.000.000,00” pada 21 Juli 2019. 
       Setelah mendapatkan saldo penerimaan SPP pada tanggal tersebut, 
langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Praktikan adalah dengan 
membuat voucher penerimaan SPP pada program aplikasi SPP YAPI dan 
program aplikasi Odoo. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh 
Praktikan melalui program aplikasi SPP YAPI terlebih dahulu: 
1) Pilih menu “Laporan-Laporan” yang ada di sebelah kiri tampilan, 
kemudian pilih “Voucher SPP” pada bagian “Buat Voucher”; 
2) Lalu, pilih tanggal “2019-07-21” dan setelah itu klik “Submit”; 
3) Kemudian, akan muncul tampilan voucher penerimaan SPP 21 Juli 
2019 dan cetaklah voucher tersebut. 
       Sebagai catatan tambahan, jika terdapat perbedaan antara Total SPP 
dan Rekening Koran yang ada pada voucher, maka diserahkan terlebih 
dahulu kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk dianalisis dan 
ditindaklanjuti. Namun, jika Total SPP dan Rekening Koran sudah sama, 




dengan cara membuat pengajuan penerimaan dana pada program aplikasi 
Odoo. Voucher yang sebelumnya telah dicetak berdasarkan program 
aplikasi SPP YAPI akan digunakan untuk mempermudah pembuatan 
voucher penerimaan bank pada program aplikasi Odoo. Berikut ini 
langkah-langkah yang harus dilakukan pada program aplikasi Odoo: 
1) Buka program aplikasi Odoo, kemudian log-in dengan memasukkan 
email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian SPP. 
Lalu, klik “Masuk”; 
2) Setelah muncul tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”; 
3) Kemudian, pilihlah “Penerimaan YAPI” pada menu bar paling atas 
dan klik “SPP”. Lalu, tekanlah “Create”; 
4) Isi data untuk membuat keterangan transaksi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
Name : “23” (nomor urut sementara yang terdapat 
pada “Budget Receive SPP”) 
Tanggal Laporan : “07/21/2019” (tanggal efektif transaksi 
sesuai voucher penerimaan SPP dari 
program aplikasi SPP) 
Tahun Fiskal/Akademik : “TA 2019-2020” (tahun ajaran pada saat 
melakukan pembuatan voucher) 
Perihal : “Penerimaan SPP Tanggal 21 Juli 2019”  
Total : akan terisi secara otomatis setelah 




Bulan : “Juli” (bulan yang sesuai dengan voucher 
penerimaan SPP dari program aplikasi 
SPP) 
5) Setelah itu, masukkan detail penerimaan dengan cara klik “Add an 
Item”. Dan isilah “Mata Anggaran”, “Tahun Anggaran”, dan “Total 
Credit” sesuai dengan data yang ada pada voucher penerimaan SPP 
dari program aplikasi SPP YAPI pada 21 Juli 2019. Sebagai contoh: 
a) Mata anggaran “SPP - SMP”, tahun anggaran “TA 2019-2020”, 
total credit “Rp 1.575.000,00” 
b) Mata anggaran “140-01-03 – Piutang SPP – SD”, tahun anggaran 
“TA 2018-2019”, total credit “Rp 1.425.000,00” 
6) Pastikan seluruh keterangan dan detail penerimaan telah terisi dengan 
benar. Kemudian, klik “Save”. 
       Setelah terdapat Budget Receive SPP untuk 21 Juli 2019 pada 
program aplikasi Odoo, langkah selanjutnya adalah mencetak voucher 
penerimaan SPP untuk tanggal 21 Juli 2019, yaitu:  
1) Klik “Print”, kemudian pilih “Print Voucher”; 
2) Akan muncul tampilan voucher penerimaan bank dan cetaklah 
voucher tersebut. 
       Seluruh dokumen penerimaan SPP pada 21 Juli 2019 (seperti, 
voucher penerimaan bank, voucher penerimaan SPP, rekapitulasi harian 
SPP, dan rekening koran harian BMI ZIS (SPP)) disatukan, dan 




Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan voucher penerimaan 
SPP ini dapat dilihat pada Lampiran 19 – 21. 
b. Pembuatan Voucher Penerimaan UP 
       Sedikit berbeda dengan langkah-langkah pembuatan voucher 
penerimaan SPP, untuk UP, Praktikan tidak menghitung total penerimaan 
UP melalui pogram aplikasi SPP YAPI. Tetapi, langsung membuat 
voucher penerimaan bank dengan menggunakan program aplikasi Odoo. 
Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan UP pada 25 Juli 2019 
dari salah satu unit sekolah dan seluruh datanya sudah terverifikasi, baik 
yang terdapat pada rekening koran harian BMI Escrow (Uang Pangkal) 
maupun yang terdapat pada rekapitulasi harian UP untuk 25 Juli 2019 
sudah cocok. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan pada 
program aplikasi Odoo: 
1) Buka program aplikasi Odoo, kemudian log-in dengan memasukkan 
email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian SPP. 
Lalu, klik “Masuk”; 
2) Setelah muncul tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”; 
3) Kemudian, pilihlah “Penerimaan YAPI” pada menu bar paling atas 
dan klik “Infak”. Lalu, tekanlah “Create”; 
4) Isi data untuk membuat keterangan transaksi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
Name : “17” (nomor urut sementara yang terdapat 




Tanggal Laporan : “07/25/2019” (tanggal efektif transaksi 
sesuai tanggal yang ada pada dokumen 
pendukung) 
Tahun Fiskal/Akademik : “TA 2019-2020” (tahun ajaran pada saat 
melakukan pembuatan voucher) 
Perihal : “Penerimaan Uang Pangkal Tanggal 25 
Juli 2019”  
Total : akan terisi secara otomatis setelah 
memasukkan detail penerimaan 
Bulan : “Juli” (bulan yang sesuai dengan yang ada 
pada dokumen pendukung) 
5) Setelah itu, masukkan detail penerimaan dengan cara klik “Add an 
Item”. Dan isilah “Mata Anggaran”, “Tahun Anggaran”, dan “Total 
Credit” sesuai dengan data yang terdapat pada rekapitulasi harian UP 
pada 25 Juli 2019. Sebagai contoh: 
a) Mata anggaran “250-03-02 – Uang Pangkal 19/20 – TK”, tahun 
anggaran “TA 2019-2020”, total credit “Rp 6.750.000,00” 
b) Mata anggaran “250-03-04 – Uang Pangkal 19/20 – SMP”, tahun 
anggaran “TA 2019-2020”, total credit “Rp 15.500.000,00” 
6) Pastikan seluruh keterangan dan detail penerimaan telah terisi dengan 




       Setelah terdapat Budget Receive UP untuk 25 Juli 2019 pada 
program aplikasi Odoo, langkah selanjutnya adalah mencetak voucher 
penerimaan UP untuk tanggal 25 Juli 2019, yaitu:  
1) Klik “Print”, kemudian pilih “Print Voucher Uang Pangkal”; 
2) Akan muncul tampilan voucher penerimaan bank dan cetaklah 
voucher tersebut. 
       Seluruh dokumen penerimaan UP pada 25 Juli 2019 (seperti, 
voucher penerimaan bank, rekapitulasi harian UP, dan rekening koran 
harian BMI Escrow (UP)) disatukan, dan kemudian diserahkan kepada 
Kepala Bagian Keuangan untuk diotorisasi. Langkah-langkah yang 
dilakukan untuk pembuatan voucher penerimaan UP ini dapat dilihat 
pada Lampiran 22. 
3. Memperhitungkan UP Peserta Didik yang Harus Diterima Pada Setiap 
Tahun Ajaran Baru 
       Dengan operasional YAPI yang bergerak pada bidang pendidikan, maka 
salah satu pendapatan utama yang diterima oleh YAPI adalah uang pangkal 
(UP). UP merupakan uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh 
peserta didik ketika pertama kali memasuki instansi pendidikan tersebut, 
yang biasanya ditujukan untuk pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana, 
seragam, dan berbagai hal lainnya. Di YAPI itu sendiri, pembayaran UP 
dapat dilakukan dengan cara melunasi secara sekaligus ataupun dapat 
dilakukan dengan pencicilan pembayaran selama peserta didik masih 




       Adapun pengakuan awal UP ini bersifat akrual, di mana pada saat 
peserta didik membayarkan UP untuk tahun ajaran baru, akan diakui sebagai 
pendapatan UP yang diterima dimuka. Kemudian, pada akhir periode akan 
dilakukan penyesuaian dengan mencatat pelayanan yang telah diberikan, 
yaitu dengan mengkredit pendapatan UP yang diterima dimuka dan 
mendebetnya sebagai pendapatan infak pendidikan. Namun, terkadang 
masih ada beberapa peserta didik yang belum membayarkan UP sampai 
akhir periode. Jika terjadi hal itu, biasanya UP yang masih belum 
dibayarkan sampai akhir periode, namun pelayanannya sudah diberikan, 
maka akan diakui sebagai piutang infak pendidikan. Berikut gambaran 
perlakuan akuntansi untuk UP. 
Penerimaan UP dari peserta didik: 
BMI Escrow (Uang Pangkal) xxx 
 Pendapatan diterima dimuka uang pangkal xxx 
Penyesuaian UP yang telah direalisasi: 
Pendapatan diterima dimuka uang pangkal xxx 
 Infak pendidikan – asal unit sekolah xxx 
UP yang masih belum diterima di akhir periode: 
Piutang infak pendidikan – asal unit sekolah xxx 
 Infak pendidikan – asal unit sekolah xxx 
       Untuk mengetahui jumlah UP yang masih belum dibayarkan oleh 
peserta didik, Kepala Sub Bagian SPP biasanya akan memperhitungkan 




total pembayaran UP yang sudah diterima. Hasil perhitungan tersebut 
nantinya akan dibuat dalam bentuk Laporan Uang Masuk Peserta Didik, dan 
diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Jika 
sampai akhir periode masih belum dibayarkan oleh peserta didik, namun 
pelayanan atas pengelolaan UP tersebut sudah diberikan, maka biasanya 
akan diakui sebagai piutang infak pendidikan. Jumlah piutang infak 
pendidikan tersebut nantinya akan terus di-follow up oleh pihak YAPI 
kepada orang tua peserta didik yang bersangkutan agar segera dibayarkan. 
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan 
oleh YAPI terkait pendapatan UP di setiap unit sekolah. Karena, UP ini 
akan digunakan untuk membiayai segala operasional di unit sekolah terkait. 
       Berikut alur kerja dari kegiatan ini: 
 
Gambar III.3 Alur Perhitungan UP Peserta Didik yang Harus Diterima 




       Data yang diperlukan untuk melakukan proses perhitungan UP adalah 
jumlah peserta didik dari setiap unit sekolah (terdapat pada Lampiran 23), 
besaran UP peserta didik sesuai klasifikasi dan asal unit sekolahnya 
(terdapat pada Lampiran 25), serta laporan pembayaran UP yang telah 
diterima pada program aplikasi SPP YAPI (terdapat pada Lampiran 24). Di 
awal proses ini harus disesuaikan terlebih dahulu jumlah peserta didik dari 
setiap unit sekolah dengan jumlah peserta didik yang ada di program 
aplikasi SPP YAPI. Jika terdapat perbedaan jumlah antara data dari unit 
sekolah dengan yang ada di program aplikasi SPP YAPI, maka terdapat 
beberapa indikasi. Indikasi pertama, jika nama peserta didik yang 
bersangkutan ada di data unit sekolah namun belum ada di program aplikasi 
SPP YAPI, itu berarti peserta didik yang bersangkutan belum dimasukkan 
ke dalam data program aplikasi. Jika terjadi hal ini, maka Bagian IT akan 
menindaklanjutinya dan melakukan penyesuaian data pada program aplikasi 
SPP YAPI. Karena, jika tidak dilakukan penyesuaian, maka pembayaran 
SPP maupun UP yang dilakukan oleh peserta didik terkait tidak dapat 
dicatat oleh program aplikasi SPP YAPI. Sedangkan, indikasi kedua, jika 
nama peserta didik yang bersangkutan ada di program aplikasi SPP YAPI 
namun tidak ada di data unit sekolah, itu berarti peserta didik yang 
bersangkutan sudah mengundurkan diri. Jika terjadi hal ini, maka biasanya 
Kepala Sub Bagian SPP akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada 
Kepala TU dari unit sekolah terkait guna memastikan apakah peserta didik 




tersebut memang mengundurkan diri, maka jumlah pendapatan UP yang 
sebelumnya telah diterima oleh YAPI dari peserta didik terkait akan diakui 
sebagai dana ZIS dan tidak akan diperhitungkan ke dalam jumlah tunggakan 
UP di akhir periode.  
       Setelah mencocokkan jumlah peserta didik dari unit sekolah dengan 
yang ada di program aplikasi YAPI, selanjutnya akan dilakukan perhitungan 
total UP yang harus diterima dengan mengalikan jumlah peserta didik 
dengan besaran UP sesuai dengan klasifikasi dan unit sekolahnya masing-
masing. Lalu, harus diperhitungkan juga total pembayaran UP yang telah 
dilakukan oleh peserta didik dari setiap unit sekolah. Hasil selisih antara 
total UP yang harus diterima dengan yang sudah dibayarkan oleh peserta 
didik akan diakui sebagai tunggakan atau piutang infak pendidikan bagi 
YAPI. Dan nantinya, pihak YAPI akan terus melakukan follow up kepada 
orang tua peserta didik yang bersangkutan agar melakukan pembayaran UP 
yang tertunggak. Seluruh proses perhitungan ini harus dilakukan dengan 
ketelitian yang tinggi. 
       Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan untuk menyelesaikan 
proses ini dan beserta contohnya adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima data dari masing-masing unit sekolah mengenai 
jumlah peserta didik, laporan pembayaran UP yang telah diterima dari 





b. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan jumlah 
peserta didik dari unit sekolah dengan yang ada di program aplikasi SPP 
YAPI secara manual. Cocokkan setiap nama peserta didik yang ada pada 
keduanya. Untuk mempermudah pekerjaan, berikan tanda “√” pada nama 
peserta didik yang sudah valid (baik di data sekolah maupun program 
aplikasi SPP YAPI sudah sama). 
c. Jika terdapat perbedaan, maka akan dibuat rekap perbedaan peserta didik 
terkait, dan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk 
ditindaklanjuti. Sebagai contoh, setelah menyesuaikan data peserta didik 
tahun ajaran 2019/2020, Praktikan memperoleh beberapa nama peserta 
didik yang berbeda antara data sekolah dengan program aplikasi SPP 
YAPI, yaitu sebagai berikut: 
1) Alika Aulia F. (Play Group Sakinah) : Sekolah √, Program SPP x 
2) Akifa Shakila W. (Play Group Sakinah) : Sekolah √, Program SPP x  
3) Leiqa Nada Putri (TKIA 13) : Sekolah x, Program SPP √ 
4) Adnan Alvaro (SDIA 13) : Sekolah x, Program SPP √ 
5) Ammar Daryl Ardian (SDIA 13) : Sekolah x, Program SPP √ 
Terdapat beberapa indikasi, yaitu: 
1) Jika ada peserta didik yang tercatat di data unit sekolah, namun tidak 
ada di program aplikasi SPP YAPI, Kepala Sub SPP akan melakukan 
konfirmasi terlebih dahulu kepada Bagian IT. Setelah terkonfirmasi, 
peserta didik terkait akan diperhitungkan ke dalam jumlah pendapatan 




2) Sedangkan, jika peserta didik tercatat di program aplikasi SPP YAPI, 
namun tidak ada di data unit sekolah, Kepala Sub Bagian SPP akan 
melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Kepala TU dari unit 
sekolah yang bersangkutan. Setelah terkonfirmasi dan ternyata peserta 
didik yang bersangkutan telah mengundurkan diri, maka peserta didik 
terkait akan dikeluarkan dari perhitungan jumlah pendapatan UP yang 
harus diterima. 
d. Setelah jumlah peserta didik antara data dari unit sekolah dan program 
aplikasi SPP YAPI telah sama, selanjutnya dilakukan klasifikasi peserta 
didik dari setiap unit sekolah. Klasifikasi ini akan memengaruhi besaran 
UP yang harus dibayarkan oleh peserta didik dari masing-masing unit 
sekolah. Di YAPI, peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
kategori, yaitu dari dalam, dari luar, atau anak guru. Dari dalam berarti 
peserta didik tersebut sebelumnya merupakan peserta didik dari unit 
sekolah yang ada di YAPI juga, misalnya pada tahun sebelumnya dia 
terdaftar sebagai peserta didik TKIA 13 dan pada tahun ini dia terdaftar 
sebagai peserta didik SDIA 13. Dari luar berarti peserta didik tersebut 
sebelumnya bukan merupakan peserta didik dari unit sekolah yang ada di 
YAPI juga. Dan untuk anak guru merupakan peserta didik yang 
orangtuanya bekerja di YAPI, baik sebagai guru maupun karyawan 
lainnya. Agar lebih mudah dalam mengklasifikasikan peserta didik, 
biasanya Praktikan akan melihat jumlah besaran SPP yang harus dibayar 




mendasar dari masing-masing kategori tersebut adalah jumlah besaran 
SPP yang harus dibayarkan di setiap bulannya; 
e. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jumlah UP yang harus diterima pada 
tahun ajaran terkait, yaitu dengan mengalikan jumlah peserta didik yang 
telah diklasifikasikan dengan besaran UP sesuai klasifikasi dan unit 
sekolah masing-masing. Hasil perhitungan yang didapat kemudian 
dicatat pada kertas kerja Laporan UP Peserta Didik dalam kolom “UP 
yang harus diterima”. Sebagai contoh, Unit Sanggar Bermain terdiri dari 
15 orang peserta didik baru. Besaran UP yang harus dibayarkan oleh 
setiap peserta didik adalah Rp 11.725.000,00. Maka, total UP yang harus 
diterima dari unit tersebut pada tahun ajaran 2019/2020 adalah: 
= Rp 11.725.000,00 x 15 
= Rp 175.875.000,00 
f. Lalu, hitunglah jumlah UP yang telah dibayarkan oleh peserta didik dari 
setiap unit sekolah yang dapat dilihat dari laporan pembayaran UP pada 
program aplikasi SPP YAPI. Hasil perhitungan yang didapat kemudian 
dicatat pada kertas kerja Laporan UP Peserta Didik dalam kolom “UP 
yang sudah diterima”. Sebagai contoh, setelah seluruh pembayaran UP 
dari Unit Sanggar Bermain diakumulasikan, diperoleh total UP yang 
sudah diterima pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp 
170.875.000,00;  
g. Terakhir, hitunglah selisih antara jumlah UP yang ada pada kolom “yang 




didapatkan merupakan tunggakan UP yang masih harus diterima oleh 
YAPI. Sebagai contoh, masih dalam lingkup UP untuk Unit Sanggar 
Bermain, yaitu sebagai berikut: 
= Rp 175.875.000,00 – Rp 170.875.000,00 
= Rp 5.000.000,00 
h. Kertas kerja Laporan UP Peserta Didik yang telah dibuat, selanjutnya 
diserahkan kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk ditindaklanjuti pada 
akhir periode dan nantinya akan juga diserahkan kepada Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan, yaitu sebagai dasar pencatatan atas 
pengakuan piutang infak pendidikan di akhir periode terkait.  
       Seluruh langkah untuk memperhitungkan UP peserta didik yang harus 
diterima pada tahun ajaran baru dapat dilihat pada Lampiran 23 – 28.  
4. Melakukan Pendataan Diskon atau Pemotongan SPP Pada Setiap 
Tahun Ajaran Baru 
       Terdapat salah satu kebijakan yang diberikan oleh pihak YAPI kepada 
peserta didik, yaitu memberikan diskon atau potongan SPP di awal tahun 
ajaran baru. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk keringanan biaya 
yang diberikan oleh pihak YAPI kepada peserta didik yang melakukan 
pelunasan pembayaran SPP untuk 1 tahun ke depan yang dibayarkan pada 
bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Selain itu, kebijakan ini juga 
ditujukan agar dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk melakukan 
pelunasan SPP tahun ajaran baru. Karena nantinya penerimaan dari SPP ini 
akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan 




       Selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, pendataan ini akan 
dilakukan oleh Kepala Sub Bagian SPP. Setelah melakukan pendataan, 
output yang dihasilkan yaitu berupa Laporan Diskon SPP yang akan 
disetujui terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang (seperti, Kepala Bagian 
Keuangan, Bendahara YAPI, dan Direktur Perguruan YAPI). Laporan 
Diskon SPP yang telah diotorisasi akan diajukan kepada pihak bank sebagai 
dokumen pendukung untuk pengembalian dana (cashback) kepada rekening 
bank peserta didik terkait. Setelah disetujui oleh pihak bank, maka 
pengembalian dana akan dilakukan melalui sistem yang ada di bank. 
Selanjutnya, bank akan memberikan konfirmasi kepada pihak YAPI. 
Setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak bank, maka kasir akan membuat 
voucher pengeluaran bank terkait dan akan menyerahkannya kepada Kepala 
Bagian Keuangan dan Bendahara YAPI untuk diotorisasi. Setelah voucher 
pengeluaran bank untuk diskon SPP telah disetujui, maka Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan akan melakukan pencatatan akuntansi 
melalui program aplikasi Odoo.  
       Perlakuan akuntansi untuk pemberian diskon SPP ini adalah: 
Potongan SPP xxx 
 BMI ZIS (SPP) xxx 
       Pada pelaksanaannya kali ini, Praktikan hanya mendapatkan 
kesempatan untuk membantu dalam proses pendataan peserta didik yang 
akan mendapatkan diskon atau potongan SPP. Berikut alur kerja yang 





Gambar III.4 Alur Pendataan Diskon SPP 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini adalah rekapitulasi 
pembayaran SPP keseluruhan dari setiap unit sekolah mulai dari bulan Juli 
sampai dengan bulan Agustus yang terdapat pada program aplikasi SPP 
YAPI (terdapat pada Lampiran 29) dan kertas kerja (terdapat pada 
Lampiran 30A). Kemudian, dilakukan pengecekan untuk peserta didik di 
setiap unit sekolah yang sudah melakukan pembayaran untuk 1 tahun ke 
depan. Output yang dihasilkan adalah berupa data peserta didik yang berhak 
menerima diskon atau potongan SPP. Output ini selanjutnya akan 
diserahkan kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk dicek kembali. Karena, 
nantinya data ini akan digunakan sebagai dokumen pendukung untuk 




bank, sehingga tidak boleh terdapat kesalahan dalam pendataan ini. Untuk 
melakukan penugasan ini, diperlukan fokus dan ketelitian yang tinggi agar 
tidak terdapat kesalahan dalam pendataan diskon atau potongan SPP. 
       Dan berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan beserta 
contohnya: 
a. Praktikan menerima rekapitulasi pembayaran SPP peserta didik secara 
keseluruhan unit sekolah mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan 
Agustus 2019 dari Kepala Sub Bagian SPP; 
b. Langkah pertama yang Praktikan lakukan adalah dengan mempersiapkan 
kertas kerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Buatlah table yang 
minimal terdiri dari kolom “No.”, “No. Induk”, “Nama Siswa”, “Kelas”, 
“Pembayaran”, “Discount 5%”, dan kolom lainnya yang dibutuhkan; 
c. Setelah itu, lakukan pengecekan pembayaran SPP peserta didik di setiap 
unit sekolah yang ada pada data rekapitulasi pembayaran SPP. Jika 
terdapat pembayaran yang telah tercatat dari bulan Juli tahun 2019 
sampai dengan bulan Juni tahun 2020, maka berikan tanda “√” pada 
nama peserta didik yang bersangkutan. Sebagai contoh, peserta didik 
yang berasal dari SDIA 13 Al-Azhar atas nama “Fakhira Triva Ardani” 
telah melakukan pembayaran SPP untuk bulan Juli 2019 sampai dengan 
Juni 2020 (12 bulan) sebesar Rp 17.700.000,00 atau Rp 1.475.000,00 
untuk setiap bulannya; 
d. Seluruh data yang telah diberi tanda “√”, selanjutnya dimasukkan ke 




“No. Induk”, “Nama Siswa”, “Kelas”, “Pembayaran”, “Discount 5%” 
untuk peserta didik atas nama “Fakhira Triva Ardani”. Besaran diskon 
SPP yang diperoleh oleh Fakhira dapat dihitung dengan cara sebagai 
berikut: 
Diskon SPP = 5% x Total SPP 12 bulan 
 = 5% x Rp 17.700.000,00 
 = Rp 885.000,00 
Hal ini berarti bahwa peserta didik atas nama “Fakhira Triva Ardani” 
berhak mendapatkan potongan SPP sebesar Rp 885.000,00 untuk tahun 
ajaran 2019/2020. Cara perhitungan tersebut juga berlaku untuk peserta 
didik lainnya yang telah melunasi pembayaran SPP 12 bulan untuk tahun 
ajaran 2019/2020 yang dibayarkan selama bulan Juli sampai dengan 
Agustus 2019;  
e. Setelah seluruh data sudah dimasukkan ke dalam kertas kerja, Praktikan 
menyerahkan kertas kerja tersebut kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk 
dilakukan pengecekan kembali oleh beliau.  
       Seluruh langkah untuk melakukan pendataan diskon atau pemotongan 
SPP pada setiap tahun ajaran baru dapat dilihat pada Lampiran 29 – 30.  
5. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kelengkapan Dokumen Pendukung 
Voucher yang Berfungsi Sebagai Bukti Pendukung dalam Pencatatan 
Akuntansi 
       Bukti transaksi merupakan dokumen-dokumen dasar transaksi, baik 
yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar, yang digunakan 




transaksi yang telah dinyatakan valid baik secara formal maupun materil 
menjadi sumber pencatatan akuntansi. Sementara bukti transaksi yang telah 
dicatat dijadikan sebagai dokumen pencatatan. Verifikasi atau analisis 
dokumen transaksi merupakan proses penentuan kebenaran dan kevalidan 
dokumen serta penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. 
Dalam menganalisis dokumen/bukti transaksi keuangan dibutuhkan 
ketelitian yang tinggi. Sebelum diproses lebih lanjut untuk dicatat dalam 
jurnal, bukti-bukti transaksi harus dianalisis kebenaran dan kevalidannya, 
karena tujuan dari analisis bukti transaksi adalah untuk memeriksa 
kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua informasi yang 
tercantum didalamnya. Analisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi 
kegiatan sebagai berikut : 
a. Identifikasi (penentuan) keabsahan fisik bukti transaksi, artinya 
menentukan pihak mana yang mengeluarkan (intern atau ekstern) serta 
meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan; 
b. Identifikasi transaksi (siapa yang melakukan transaksi) dan meneliti 
apakah tansaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 
yaitu dengan meneliti tandatangan pihak-pihak yang terkait dengan 
terjadinya transaksi yang bersangkutan; 
c. Menentukan kebenaran penghitungan nilai nominal yaitu dengan meneliti 
penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang 
digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku (jika transaksi terkait 




d. Menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebet 
dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. 
       Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk melakukan perhitungan nilai nominal yang ada di bukti-bukti 
transaksi terkait. Analisis kebenaran bukti transaksi ditujukan untuk 
memeriksa kembali kebenaran perhitungan (perkalian, penjumlahan) dari 
data yang berupa angka-angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut baik 
secara horizontal maupun vertikal. Berikut ini adalah alur kerja yang 
dilakukan oleh Praktikan: 
 
Gambar III.5 Alur Pemeriksaan Terhadap Kelengkapan Dokumen 
Pendukung Voucher 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang diperlukan dalam proses ini adalah voucher penerimaan atau 




pendukung voucher-voucher tersebut (terdapat pada Lampiran 32). Jumlah 
nilai nominal yang ada di bukti transaksi pendukung harus mencerminkan 
jumlah  nilai nominal yang sama pada  voucher terkait. Jika terdapat 
perbedaan, Praktikan akan menyerahkannya pada Kepala Sub Bagian 
Akuntansi dan Perpajakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Dan jika 
sudah sama, maka voucher-voucher tersebut akan diotorisasi kepada pihak 
yang berwenang terlebih dahulu, sebelum akhirnya dicatat oleh Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Output dari proses ini adalah agar jumlah 
nilai nominal, baik yang ada di voucher maupun bukti transaksi pendukung 
mencerminkan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan sebagai salah satu 
bentuk pengendalian atas pembuatan voucher yang nantinya akan dijadikan 
sebagai sumber pencatatan akuntansi. 
       Sebagai contoh, Praktikan mendapatkan penugasan untuk memeriksa 
kembali kebenaran perhitungan nilai nominal yang terdapat pada Bukti 
Penerimaan Bank/Kas dari Koperasi YAPI untuk 03 Juli 2019 beserta bukti 
pendukung lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan untuk 
memeriksa kebenaran perhitungan nilai nominal yang terdapat pada 
dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pertama-tama, lihatlah uraian dan jumlah nominal yang terdapat pada 
Bukti Penerimaan Bank/Kas dari Koperasi YAPI untuk 03 Juli 2019. 
Dari bukti tersebut, dapat diketahui terdapat dua jenis penerimaan kas 
pada tanggal terkait, yaitu: 




Penjualan Ok Oce sebesar Rp 685.000,00 
b. Kemudian, lihat dan hitunglah kembali jumlah nominal yang ada di 
bukti-bukti pendukung pada lampirannya. Sebagai contoh, untuk jenis 
penerimaan “Penjualan Ok Oce” pada 03 Juli 2019 dilampirkan dengan 
nota sebesar Rp 685.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah 
nominal yang sama, baik yang ada pada Bukti Penerimaan Bank/Kas 
maupun pada nota lampirannya; 
c. Jika jumlah nominal di antara keduanya telah sama, berikan tanda “√” 
pada voucher terkait agar memberikan kemudahan untuk mengetahui 
jumlah nominal yang masih berbeda di antara keduanya (jika ada); 
d. Hasil verifikasi perhitungan jumlah nominal tersebut, selanjutnya akan 
diberikan kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk 
ditindaklanjuti. 
       Seluruh langkah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 
dokumen pendukung voucher dapat dilihat pada Lampiran 31 – 32.  
6. Melakukan Pencatatan Jurnal dari Voucher yang Telah Diberi Nomor 
oleh Kasir 
       Salah satu tugas utama pada Sub Bagian Akuntansi adalah melakukan 
pencatatan jurnal atas voucher yang telah diotorisasi oleh pihak berwenang 
ke dalam program aplikasi Odoo. Voucher adalah bukti validitas yang 
dibuat oleh kasir atas transaksi masuk atau keluarnya kas/bank dan harus 
diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Setelah diotorisasi, voucher tersebut 
akan diserahkan ke Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk 




dalam rangka penyediaan informasi dokumen pendukung atau rekam jejak 
transaksi yang dapat dilihat kembali jika terjadi suatu permasalahan di masa 
mendatang. Pencatatan jurnal ini nantinya akan menghasilkan informasi 
keuangan pada laporan keuangan YAPI, yang pada akhirnya dapat 
digunakan oleh berbagai pihak pengguna laporan keuangan tersebut untuk 
mengambil keputusan di masa mendatang. 
       Berikut ini alur kerja yang dilakukan untuk melakukan pencatatan 
jurnal dari voucher yang telah diotorisasi: 
 
Gambar III.6 Alur Pencatatan Jurnal dari Voucher yang Telah Diberi 
Nomor oleh Kasir 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan untuk proses ini adalah voucher penerimaan 




(terdapat pada Lampiran 36) yang telah diotorisasi. Voucher tersebut akan 
diperiksa terlebih dahulu untuk kelengkapan otorisasinya. Jika sudah 
lengkap, maka sebelum akhirnya melakukan peng-input-an ayat jurnal, yang 
harus dilakukan terlebih dahulu adalah meng-approve anggaran terkait. Jika 
sudah, selanjutnya lakukan peng-input-an ayat jurnal ke dalam pembukuan 
akuntansi yang ada pada program aplikasi Odoo. Pada proses pencatatan 
jurnal dengan menggunakan program aplikasi Odoo, menganalisis voucher 
merupakan salah satu kegiatan yang sangat harus dipahami oleh Praktikan. 
Seperti pada siklus akuntansi, di mana salah satu kegiatan pentingnya adalah 
mencatat transaksi, maka kegiatan pencatatan jurnal dari voucher ini 
sangatlah penting dan harus dikerjakan dengan tingkat ketelitian yang cukup 
tinggi, guna menghasilkan data pada laporan keuangan yang akurat. 
       Terdapat dua transaksi besar yang biasanya di-input pada pembukuan 
akuntansi YAPI, yaitu transaksi penerimaan SPP maupun UP yang terdapat 
pada voucher penerimaan bank, serta transaksi pengadaan inventaris atau 
pembiayaan operasional lainnya yang terdapat pada voucher pengeluaran 
bank. 
a. Jurnal Penerimaan Kas/Bank 
       Penerimaan YAPI biasanya berasal dari pembayaran SPP atau UP. 
Adapun pengakuan pembayaran SPP ini akan dicatat sebagai penerimaan 
pendapatan SPP. Kemudian, pada akhir periode akan diperhitungkan SPP 
yang masih belum dibayar oleh peserta didik dan mencatatnya 
pendapatan SPP yang masih harus diterima. Berikut ini gambaran 





Penerimaan SPP dari peserta didik: 
BMI ZIS (SPP) xxx 
 SPP – asal unit sekolah xxx 
SPP yang masih belum diterima di akhir periode: 
Piutang SPP – asal unit sekolah xxx 
 SPP – asal unit sekolah xxx 
       Sedangkan, untuk pembayaran UP akan diakui sebagai pendapatan UP 
yang diterima dimuka. Kemudian, pada akhir periode akan dilakukan 
penyesuaian dengan mencatat pelayanan yang telah diberikan, yaitu dengan 
mengkredit pendapatan UP yang diterima dimuka dan mendebetnya sebagai 
pendapatan infak pendidikan. Berikut gambaran perlakuan akuntansi untuk 
UP: 
Penerimaan UP dari peserta didik: 
BMI Escrow (Uang Pangkal) xxx 
 Pendapatan diterima dimuka uang pangkal xxx 
Penyesuaian UP yang telah direalisasi: 
Pendapatan diterima dimuka uang pangkal xxx 
 Infak pendidikan – asal unit sekolah xxx 
UP yang masih belum diterima di akhir periode: 
Piutang infak pendidikan – asal unit sekolah xxx 





       Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan dalam meng-input 
voucher penerimaan SPP maupun UP tidak terlalu jauh berbeda. Berikut 
ini langkah-langkah beserta contohnya:  
1) Penerimaan SPP 
       Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan SPP dari peserta 
didik pada 04 Juli 2019 sebesar Rp 79.325.000,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 
Dana Titipan SPP SD TA 2019 – 2020 Rp 2.750.000,00 
Piutang SPP – SD TA 2018 – 2019 Rp 1.425.000,00 
SPP TK TA 2019 – 2020 Rp 2.350.000,00 
SPP – Sakinah TA 2019 – 2020 Rp 12.300.000,00 
SPP – SMP TA 2019 – 2020 Rp 20.075.000,00 
SPP – SD TA 2019 – 2020 Rp 40.425.000,00 
Seluruh jenis penerimaan tersebut diperkuat dengan adanya voucher 
bukti penerimaan bank dengan nomor be.0719.005 yang telah 
diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 
       Sebelum akhirnya, melakukan pengakuan pencatatan atas 
penerimaan ini, maka harus dilakukan approve atas anggaran ini 
terlebih dahulu yang ada pada program aplikasi Odoo. Berikut ini 
langkah-langkah yang dilakukan untuk meng-approve anggaran 
penerimaan SPP pada 04 Juli 2019: 
a) Buka program aplikasi Odoo, kemudian  log-in dengan 
memasukkan email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub 




b) Pada tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”. Lalu, pilihlah 
“Penerimaan YAPI” pada menu bar paling atas dan klik “SPP”; 
c) Carilah keterangan yang sesuai dengan yang ada pada voucher 
penerimaan bank untuk SPP. Misalnya, “Penerimaan SPP Tanggal 
4 Juli 2019”. Kemudian, klik pada data tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah keterangan “Name” dengan mengisi 
nomor referensi voucher, yaitu “be.0719.005”. Kemudian, klik 
“Keuangan”; 
e) Tentukan akun bank yang berkaitan dengan penerimaan SPP pada 
kolom “Journal”. Untuk penerimaan SPP, akun bank yang 
digunakan adalah “BMI ZIS (IDR)”; 
f) Pastikan tidak terdapat kesalahan pada akun bank yang digunakan. 
Karena setelah menentukan akun bank tersebut, secara otomatis 
akun itu akan masuk ke dalam jurnal umum. Setelah itu, klik 
“Save” dan klik “Posting”. 
       Setelah meng-approve Budget Receive SPP, langkah selanjutnya 
adalah meng-input penerimaan SPP pada jurnal umum, yaitu dengan 
cara: 
a) Kembali ke tampilan dashboard, pilih menu “Accounting”; 





c) Carilah nomor referensi voucher yang sebelumnya telah di-approve 
pada kotak “Move”, yaitu “be.0719.005”. Kemudian, klik pada data 
tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah beberapa keterangan yang ada pada 
unposted jorunal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 
“Reference” : “Bukti Penerimaan SPP 4 Juli 2019” 
Kolom Label : diganti dengan memberikan keterangan 
yang lebih lengkap dan menyertakan 
nama unit sekolah terkait. Misalnya, 
untuk penerimaan SPP tahun ajaran 
2019/2020 yang berasal dari peserta 
didik SD, maka akan ditulis 
“Penerimaan SPP 2019/20 – SDIA 13”. 
Untuk penerimaan SPP tahun ajaran 
sebelumnya yang berasal dari peserta 
didik SD, maka akan ditulis 
“Penerimaan SPP 2018/2019 (Th. 
Lalu) – SDIA 13”. Sedangkan, untuk 
dana titipan (SPP yang lebih 
dibayarkan) dari peserta didik SD juga 
akan ditulis “Dana Titipan SPP SDIA 
13”. Hal ini juga berlaku untuk 




sekolah lainnya, baik dari RA Sakinah, 
TKIA 13 dan juga SMPIA 12. 
Kolom Analytic Account : diisi dengan menentukan akun 
anggaran yang sesuai dengan unit 
sekolahnya. Misalnya, untuk 
penerimaan SPP dari RA Sakinah, 
maka akan diisi dengan akun “APBS – 
Sakinah”. Begitu pula untuk unit 
sekolah lainnya. Pada jurnal 
penerimaan SPP ini, analytic account 
hanya digunakan untuk penerimaan 
SPP untuk tahun ajaran saat ini. 
e) Pastikan lagi seluruh keterangan, akun-akun yang digunakan, serta 
jumlah nominal yang ada di setiap akun debit dan kredit telah 
benar. Kemudian, klik “Save” dan klik “Post”; 
f) Setelah menekan tanda “post” artinya transaksi tersebut telah di-
posting. Untuk memastikan kembali apakah transaksi terkait telah 
benar-benar di-posting, maka dapat dilihat pada “Status” transaksi 
terkait yang ada di Journal. Transaksi yang telah di-posting 
statusnya akan berubah dari “Unposted” menjadi “Posted”. 
       Jika sudah ter-posting, Praktikan akan memberikan paraf dan 
menulis tanggal saat melakukan posting pada voucher penerimaan 




nomor voucher terkait. Seluruh langkah untuk melakukan input 
penerimaan SPP dapat dilihat pada Lampiran 33 – 34. 
       Dari seluruh proses tersebut, maka dapat diperoleh ayat jurnal 
atas penerimaan SPP pada 04 Juli 2019, yaitu sebagai berikut: 
BMI ZIS (SPP) Rp 79.325.000,00 
 Dana Titipan SPP SD Rp   2.750.000,00 
Piutang SPP – SD Rp   1.425.000,00 
SPP TK  Rp   2.350.000,00 
SPP – Sakinah Rp 12.300.000,00 
SPP – SMP Rp 20.075.000,00 
SPP – SD  Rp 40.425.000,00 
2) Penerimaan UP 
       Sebagai contoh, YAPI memperoleh penerimaan UP dari peserta 
didik pada 25 Juli 2019 sebesar Rp 22.250.000,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 
Pendapatan Diterima Dimuka UP SMPIA Rp 15.500.000,00 
Pendapatan Diterima Dimuka UP TKIA Rp 6.750.000,00 
Seluruh jenis penerimaan tersebut diperkuat dengan adanya voucher 
bukti penerimaan bank dengan nomor up.0719.016 yang telah 
diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 
       Sebelum akhirnya, melakukan pengakuan pencatatan atas 
penerimaan ini, maka harus dilakukan approve atas anggaran ini 




langkah-langkah yang dilakukan untuk meng-approve anggaran 
penerimaan UP pada 25 Juli 2019: 
a) Buka program aplikasi Odoo, kemudian  log-in dengan 
memasukkan email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Lalu, klik “Masuk”; 
b) Pada tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”. Lalu, pilihlah 
“Penerimaan YAPI” pada menu bar paling atas dan klik “SPP”; 
c) Carilah keterangan yang sesuai dengan yang ada pada voucher 
penerimaan bank untuk UP. Misalnya, “Penerimaan Uang Pangkal 
Tanggal 25 Juli 2019”. Kemudian, klik pada data tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah keterangan “Name” dengan mengisi 
nomor referensi voucher, yaitu “up.0719.016”. Kemudian, klik 
“Keuangan”; 
e) Tentukan akun bank yang berkaitan dengan penerimaan UP pada 
kolom “Journal”. Untuk penerimaan UP, akun bank yang 
digunakan adalah “BMI Escrow (Uang Pangkal) (IDR)”; 
f) Pastikan tidak terdapat kesalahan pada akun bank yang digunakan. 
Karena setelah menentukan akun bank tersebut, secara otomatis 
akun itu akan masuk ke dalam jurnal umum. Setelah itu, klik 
“Save” dan klik “Posting”. 
       Setelah meng-approve Budget Receive UP, langkah selanjutnya 





a) Kembali ke tampilan dashboard, pilih menu “Accounting”; 
b) Pilihlah “Adviser” pada menu bar paling atas dan klik “Journal 
Entries”; 
c) Carilah nomor referensi voucher yang sebelumnya telah di-approve 
pada kotak “Move”, yaitu “up.0719.016”. Kemudian, klik pada data 
tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah beberapa keterangan yang ada pada 
unposted jorunal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 
“Reference” : “Bukti Penerimaan Uang Pangkal 25 
Juli 2019” 
Kolom Label : diganti dengan memberikan keterangan 
yang lebih lengkap dan menyertakan 
nama unit sekolah terkait. Misalnya, 
untuk penerimaan UP tahun ajaran 
2019/2020 yang berasal dari peserta 
didik TK, maka akan ditulis 
“Penerimaan UP 2019/2020 – TKIA 
13. Hal ini juga berlaku untuk 
penerimaan yang berasal dari unit 
sekolah lainnya, baik dari RA Sakinah, 




e) Pastikan lagi seluruh keterangan, akun-akun yang digunakan, serta 
jumlah nominal yang ada di setiap akun debit dan kredit telah 
benar. Kemudian, klik “Save” dan klik “Post”; 
f) Setelah menekan tanda “post” artinya transaksi tersebut telah di-
posting. Untuk memastikan kembali apakah transaksi terkait telah 
benar-benar di-posting, maka dapat dilihat pada “Status” transaksi 
terkait yang ada di Journal. Transaksi yang telah di-posting 
statusnya akan berubah dari “Unposted” menjadi “Posted”. 
       Jika sudah ter-posting, Praktikan akan memberikan paraf dan 
menulis tanggal saat melakukan posting pada voucher penerimaan 
bank di kolom “Dibukukan”, serta memberikan tanda “√” di sebelah 
nomor voucher terkait. Seluruh langkah untuk melakukan input 
penerimaan UP dapat dilihat pada Lampiran 35. 
       Dari seluruh proses tersebut, maka dapat diperoleh ayat jurnal 
atas penerimaan UP pada 25 Juli 2019, yaitu sebagai berikut: 
BMI Escrow (Uang Pangkal) Rp 22.250.000,00 
 Pendapatan Diterima Dimuka UP SMPIA Rp 15.500.000,00 
Pendapatan Diterima Dimuka UP TKIA Rp   6.750.000,00 
b. Jurnal Pengeluaran Kas/Bank 
       Pengeluaran YAPI biasanya ditujukan untuk pengadaan inventaris 
atau pembiayaan operasional lainnya. Hal ini dapat dianalisis melalui 
surat pendukung bukti transaksi yang terlampir di voucher pengeluaran 




dibedakan dengan melihat nomor surat terkait. Jika pada nomor suratnya 
terdapat keterangan “INV”, maka pengeluaran tersebut ditujukan untuk 
pengadaan inventaris. Namun sebaliknya, jika tidak ada, maka 
pengeluaran tersebut ditujukan untuk pembiayaan operasional lainnya. 
       Pengeluaran untuk keduanya dapat digolongkan juga menjadi dua 
kondisi, yaitu dapat dibiayai dengan uang muka (UM) atau tidak dibiayai 
dengan uang muka (UM). Hal ini dapat dianalisis melalui voucher 
pengeluaran bank terkait (terdapat pada Lampiran 36). Jika terdapat 
keterangan “UM” pada voucher, maka pengeluaran tersebut dibiayai 
dengan uang muka. Namun sebaliknya, jika tidak ada, maka pengeluaran 
tersebut dibiayai tanpa menggunakan uang muka. 
       Berikut ini merupakan gambaran perlakuan akuntansi untuk 
pengeluaran kas/bank:  
Pengadaan Inventaris: 
Akun aset tetap (unit sekolah) xxx 
 BMI Operasional xxx 
Pembiayaan Operasional Lainnya: 
Akun biaya terkait (unit sekolah) xxx 
 BMI Operasional xxx 
       Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan untuk meng-input 
voucher dua jenis pengeluaran tersebut, baik dengan menggunakan UM 
maupun tanpa UM, tidak terlalu jauh berbeda. Pada kesempatan kali ini, 




pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan inventaris, namun tanpa 
menggunakan UM. Serta, pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan 
operasional lainnya dengan menggunakan UM. Berikut ini langkah-
langkah beserta contohnya: 
1) Pengadaan Inventaris 
       Sebagai contoh, YAPI melakukan pelunasan untuk pekerjaan 
pembuatan selasar kanopi di SMPIA 12 Rawamangun berdasarkan 
SPK No. 071A.SPK.MTN/VI/PTYIA/2019 pada 31 Juli 2019 sebesar 
Rp 22.000.000,00 dengan menggunakan giro “MGE 075045”. 
Pengeluaran tersebut diperkuat dengan adanya voucher bukti 
pengeluaran bank dengan nomor bo.0719.123 yang telah diotorisasi 
oleh pihak yang berwenang, serta surat pendukung dengan nomor 
1454/INV/YIA/VII/2019. 
       Sebelum akhirnya, melakukan pengakuan pencatatan atas 
pengeluaran ini, maka harus dilakukan approve atas anggaran ini 
terlebih dahulu yang ada pada program aplikasi Odoo. Berikut ini 
langkah-langkah yang dilakukan untuk meng-approve anggaran 
pengeluaran pengadaan inventaris pada 31 Juli 2019: 
a) Buka program aplikasi Odoo, kemudian  log-in dengan 
memasukkan email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Lalu, klik “Masuk”; 
b) Pada tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”. Lalu, pilihlah 





c) Carilah nomor surat pendukung terkait pada kotak “Memo”. 
Misalnya, “1454/INV/YIA/VII/2019”. Kemudian, klik pada data 
tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah “Budget Payment Request Date” sesuai 
tanggal pada voucher terkait, yaitu “31 Juli 2019”. Lalu, isilah 
“Cheque No.” sesuai dengan nomor cek yang tertera pada voucher 
pengeluaran, yaitu “MGE 075045”; 
e) Karena pengeluaran ini tanpa menggunakan UM, maka tidak perlu 
memberikan tanda “√” pada “Uang Muka”. Kemudian, klik 
“Approve”; 
f) Tentukan akun bank yang berkaitan dengan pengeluaran tersebut 
pada kolom “Journal”. Untuk pengeluaran ini, akun bank yang 
digunakan adalah BMI Operasional (IDR); 
g) Lalu, ubahlah “Analytic Account” yang ada pada akun inventaris 
sesuai dengan unit asalnya. Untuk pengadaan inventaris ini, maka 
analytic account yang digunakan adalah “INV – SMP”; 
h) Pastikan tidak terdapat kesalahan pada akun bank yang digunakan 
maupun analytic account-nya. Karena setelah menentukan hal 
tersebut, secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal umum. 
Setelah itu, klik “Save” dan klik “Validate”; 
i) Program aplikasi ini akan mengonfirmasi kembali, apakah 
pengeluaran terkait menggunakan UM atau tidak. Karena 




       Setelah meng-approve Budget Payment, langkah selanjutnya 
adalah meng-input pengeluaran pengadaan inventaris pada jurnal 
umum, yaitu dengan cara: 
a) Klik nomor pada “Account Entry” yang ada di Budget Payment 
yang sudah di-approve; 
b) Tekanlah “Edit” dan ubah nomor voucher pada kotak “Number” 
sesuai dengan voucher pengeluaran terkait, misalnya 
“bo.0719.123”; 
c) Pastikan lagi seluruh keterangan, akun-akun yang digunakan, serta 
jumlah nominal yang ada di setiap akun debit dan kredit telah 
benar. Kemudian, klik “Save” dan klik “Post”; 
d) Setelah menekan tanda “post” artinya transaksi tersebut telah di-
posting. Untuk memastikan kembali apakah transaksi terkait telah 
benar-benar di-posting, maka dapat dilihat pada “Status” transaksi 
terkait yang ada di Journal Entries. Transaksi yang telah di-posting 
statusnya akan berubah dari “Unposted” menjadi “Posted”; 
       Jika sudah ter-posting, Praktikan akan memberikan paraf dan 
menulis tanggal saat melakukan posting pada voucher pengeluaran 
bank di kolom “Dibukukan”, serta memberikan tanda “√” di sebelah 
nomor voucher terkait. Seluruh langkah untuk melakukan input 





       Dari seluruh proses tersebut, maka dapat diperoleh ayat jurnal 
atas pengadaan inventaris pada 31 Juli 2019, yaitu sebagai berikut: 
Bangunan SMP Rp 22.000.000,00 
 BMI Operasional Rp 22.000.000,00 
2) Pembiayaan Operasional Lainnya 
       Sebagai contoh, YAPI melakukan pembayaran untuk dana 
parents meeting SDIA 13 Rawamangun pada 31 Juli 2019 sebesar Rp 
8.000.000,00 dengan menggunakan giro “MGE 075047”. Pengeluaran 
tersebut diperkuat dengan adanya voucher bukti pengeluaran bank 
dengan nomor bo.0719.124 yang telah diotorisasi oleh pihak yang 
berwenang, serta surat pendukung dengan nomor 010/SDIA 
13/VII/2019. 
       Sebelum akhirnya, melakukan pengakuan pencatatan atas 
pengeluaran ini, maka harus dilakukan approve atas anggaran ini 
terlebih dahulu yang ada pada program aplikasi Odoo. Berikut ini 
langkah-langkah yang dilakukan untuk meng-approve anggaran 
pengeluaran pembiayaan operasional lainnya pada 31 Juli 2019: 
a) Buka program aplikasi Odoo, kemudian  log-in dengan 
memasukkan email dan password yang diperoleh dari Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Lalu, klik “Masuk”; 
b) Pada tampilan dashboard, pilih menu “Anggaran”. Lalu, pilihlah 





c) Carilah nomor surat pendukung terkait pada kotak “Memo”. 
Misalnya, “010/SDIA 13/VII/2019”. Kemudian, klik pada data 
tersebut; 
d) Tekanlah “Edit” dan ubah “Budget Payment Request Date” sesuai 
tanggal pada voucher terkait, yaitu “31 Juli 2019”. Lalu, isilah 
“Cheque No.” sesuai dengan nomor cek yang tertera pada voucher 
pengeluaran, yaitu “MGE 075047”; 
e) Karena pengeluaran ini menggunakan UM, maka berikan tanda “√” 
pada “Uang Muka”. Kemudian, klik “Approve”; 
f) Tentukan akun bank yang berkaitan dengan pengeluaran tersebut 
pada kolom “Journal”. Untuk pengeluaran ini, akun bank yang 
digunakan adalah BMI Operasional (IDR); 
g) Lalu, ubahlah “Analytic Account” yang ada pada akun biaya sesuai 
dengan unit asalnya. Untuk pembiayaan operasional lainnya ini, 
maka analytic account yang digunakan adalah “APBS – SD”; 
h) Pastikan tidak terdapat kesalahan pada akun bank yang digunakan 
maupun analytic account-nya. Karena setelah menentukan hal 
tersebut, secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal umum. 
Setelah itu, klik “Save” dan klik “Validate”; 
i) Program aplikasi ini akan mengonfirmasi kembali, apakah 
pengeluaran terkait menggunakan UM atau tidak. Karena 




       Setelah meng-approve Budget Payment, langkah selanjutnya 
adalah meng-input pengeluaran pembiayaan operasional lainnya pada 
jurnal umum, yaitu dengan cara: 
a) Klik nomor pada “Account Entry” yang ada di Budget Payment 
yang sudah di-approve; 
b) Tekanlah “Edit” dan ubah nomor voucher pada kotak “Number” 
sesuai dengan voucher pengeluaran terkait, misalnya 
“bo.0719.124”; 
c) Pastikan lagi seluruh keterangan, akun-akun yang digunakan, serta 
jumlah nominal yang ada di setiap akun debit dan kredit telah 
benar. Kemudian, klik “Save” dan klik “Post”; 
d) Setelah menekan tanda “post” artinya transaksi tersebut telah di-
posting. Untuk memastikan kembali apakah transaksi terkait telah 
benar-benar di-posting, maka dapat dilihat pada “Status” transaksi 
terkait yang ada di Journal Entries. Transaksi yang telah di-posting 
statusnya akan berubah dari “Unposted” menjadi “Posted”; 
       Jika sudah ter-posting, Praktikan akan memberikan paraf dan 
menulis tanggal saat melakukan posting pada voucher pengeluaran 
bank di kolom “Dibukukan”, serta memberikan tanda “√” di sebelah 
nomor voucher terkait. Seluruh langkah untuk melakukan input 
pengeluaran pembiayaan operasional lainnya dapat dilihat pada 




       Dari seluruh proses tersebut, maka dapat diperoleh ayat jurnal 
atas pembiayaan operasional lainnya pada 31 Juli 2019, yaitu sebagai 
berikut: 
Kegiatan Awal Tahun Rp 8.000.000,00 
 BMI Operasional Rp 8.000.000,00 
       Seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas/bank yang telah 
di-posting oleh Praktikan tentunya akan diperiksa kembali oleh Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan, guna memastikan apakah terdapat 
kesalahan atau kelalaian dalam proses pencatatan jurnal terkait atau tidak. 
Jika terdapat kesalahan, maka Praktikan akan segera melakukan koreksi 
pada jurnal terkait. Dan jika sudah benar, maka selanjutnya voucher-
voucher tersebut akan diarsipkan oleh Praktikan. 
7. Melakukan Pengarsipan Voucher yang Sudah Dicatat dalam Sistem 
Pencatatan Akuntansi, yang Nantinya Akan Berguna Untuk Keperluan 
Audit di Akhir Periode Akuntansi 
       Voucher penerimaan maupun pengeluaran kas/bank yang telah dicatat 
ke dalam jurnal pada program aplikasi Odoo, selanjutnya akan diarsipkan. 
Pengarsipan ini berfungsi sebagai bukti rekam jejak data transaksi keuangan 
yang terjadi ketika terdapat suatu keperluan yang memaksa kita untuk 
mencari data-data lama. Pengarsipan ini juga berfungsi sebagai bukti 
pendukung laporan keuangan dalam proses pengauditan yang dilaksanakan 
oleh auditor kepada YAPI. Adanya pengarsipan akan memudahkan dalam 
menganalisis keandalan suatu informasi keuangan. Jika tidak terdapat bukti 




seperti kecurangan, dan lain sebagainya). Oleh karena itu, pengarsipan bukti 
transaksi ini sangatlah penting. 
       Berikut ini adalah alur kerja yang dilakukan oleh Praktikan: 
 
Gambar III.7 Alur Pengarsipan Voucher yang Sudah Dicatat 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan untuk proses ini adalah voucher yang telah di-
input dan seluruh bukti pendukung yang terlampir pada voucher tersebut. 
Terdapat beberapa kode voucher yang ditentukan oleh YAPI yang 
didasarkan pada penggunaan akun rekening kas/bank untuk masing-masing 
keperluan, yaitu sebagai berikut: 
a. BE untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI ZIS (SPP); 
b. BO untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI Operasional; 
c. BP untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI Perguruan; 
d. ES untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI Ekskul SDIA; 




f. K untuk transaksi yang berkaitan dengan Kas Induk YAPI; 
g. KS untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI Kegiatan 
SMPIA; 
h. PK untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI PKBM; 
i. UP untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening BMI Escrow (Uang 
Pangkal); 
j. BL untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening bank selain BMI di 
atas. 
       Masing-masing voucher tersebut harus disertai dengan bukti pendukung 
lainnya dan disatukan menjadi satu berkas untuk setiap transaksi keuangan 
yang terjadi. Berkas tersebut akan dimasukkan ke dalam folder yang sesuai 
dengan kode voucher-nya secara berurutan dari nomor voucher terkecil 
sampai dengan nomor voucher terbesar, guna mempermudah pencarian 
bukti transaksi di masa mendatang atau berbagai kebutuhan lainnya. Folder-
folder yang telah terisi dengan berkas-berkas yang tersusun rapi, selanjutnya 
akan dimasukkan ke dalam lemari arsip di Bagian Keuangan YAPI. Untuk 
melakukan penugasan ini, diperlukan kerapian dan ketelatenan yang tinggi 
agar pengarsipan yang dilakukan dapat tersusun dengan baik. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam mengarsip adalah sebagai berikut: 
a. Pertama-tama, Praktikan menyortir setiap voucher sesuai dengan kode 
voucher-nya masing-masing. Sebagai contoh, sortirlah voucher dengan 




b. Setelah itu, lipat berkas menjadi dua bagian secara portrait, lalu 
melubanginya dengan menggunakan perforator pada bagian kiri berkas 
tersebut;  
c. Kemudian, persiapkan folder-folder yang berkaitan dengan berkas-berkas 
tersebut. Folder dibedakan berdasarkan jenis transaksi sesuai kode 
voucher pada bulan dan tahun diterbitkannya voucher. Sebagai contoh, 
karena di awal sudah menyortir voucher dengan kode “BE”, maka folder 
yang disiapkan adalah folder BMI ZIS (SPP); 
d. Masukkan dan susun berkas pada folder terkait. Berkas diurutkan sesuai 
nomor voucher terkecil di bagian bawah sampai dengan nomor voucher 
terbesar di bagian atas. Misalnya, terdapat voucher dengan kode 
“be.0719.001”, “be.0719.002” dan “be.0719.003”, maka berkas yang 
dimasukkan terlebih dahulu ke dalam folder adalah berkas atas voucher 
“be.0719.001”. Setelah itu, masukkan berkas atas voucher “be.0719.002” 
dan seterusnya; 
e. Setelah seluruh berkas telah dimasukkan, letakkan folder-folder tersebut 
pada lemari arsip sesuai dengan kode dan bulan, serta tahun terbitnya.  
       Seluruh langkah untuk melakukan pengarsipan voucher yang sudah 
dicatat dapat dilihat pada Lampiran 40 – 42. 
8. Melakukan Rekonsiliasi Antara Rekening Koran, Pencatatan Kasir 
dan Pembukuan Akuntansi Setiap Bulannya 
       Berkaitan dengan rekonsiliasi, Praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk melakukan rekonsiliasi pada dua jenis akun kas, yaitu cash on hand 




a. Akun Kas Induk YAPI (Cash on Hand) 
       Rekonsiliasi ini merupakan proses untuk mencocokkan saldo kas 
induk YAPI yang terdapat pada pembukuan akuntan dengan yang 
terdapat pada pencatatan kas menurut kasir. Hal ini salah satunya 
ditujukan dalam rangka pengendalian kas. Karena kas merupakan aset 
yang paling cair, maka kas memiliki potensi yang sangat tinggi untuk 
disalahgunakan atau diselewengkan jika tidak dijaga dengan baik. Sistem 
pengendalian kas secara umum menolak adanya campur tangan terhadap 
pencatatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. Hal ini berfungsi 
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ayat jurnal yang tidak wajar 
(dimanipulasi) untuk menyembunyikan penyalahgunaan kas. Oleh karena 
itu, harus dilakukan pencocokkan secara periodik antara pencatatan kasir 
dengan pembukuan akuntansi untuk kas ini guna memastikan apakah 
terdapat perbedaan atau tidak. 
       Berikut ini alur kerja yang dilakukan oleh Praktikan: 
 
Gambar III.8 Alur Rekonsiliasi Akun Kas Induk YAPI (Cash on 
Hand) 




       Data yang diperlukan untuk proses ini adalah pembukuan akuntansi 
Kas Induk YAPI (terdapat pada Lampiran 44) dan pencatatan kasir Kas 
Induk YAPI (terdapat pada Lampiran 43). Setelah itu, dilakukan proses 
pencocokkan. Jika terdapat selisih, maka akan dilakukan pengecekan 
kembali pada bukti transaksi terkait. Dari bukti tersebut, maka dapat 
dianalisis apakah kesalahan terdapat pada pembukuan akuntansi atau 
terdapat pada pencatatan kasir. Jika kesalahan terdapat pada pembukuan 
akuntansi, maka pencatatan jurnal transaksi terkait akan segera dikoreksi. 
Sedangkan, jika ternyata kesalahan terdapat pada pencatatan kasir, maka 
kasir akan mengoreksi pencatatan yang dibuatnya. Output dari pekerjaan 
ini adalah baik pencatatan kasir maupun pembukuan akuntansi memiliki 
data yang sinkron. Diperlukan ketelitian dan daya analisis yang cukup 
tinggi untuk mengetahui letak kesalahan jika terdapat selisih. 
       Untuk pengoreksian jurnal terkait, perlakuan akuntansinya yaitu 
sebagai berikut: 
TRANSAKSI PENERIMAAN KAS 
Koreksi atas Lebih Pencatatan: 
Akun pendapatan terkait  xxx 
 Kas Induk xxx 
Koreksi atas Kurang Pencatatan: 
Kas Induk xxx 





TRANSAKSI PENGELUARAN KAS 
Koreksi atas Lebih Pencatatan: 
Kas Induk xxx 
 Akun biaya terkait xxx 
Koreksi atas Kurang Pencatatan: 
Akun biaya terkait xxx 
 Kas Induk xxx 
       Sebagai contoh, Praktikan mendapatkan penugasan untuk melakukan 
rekonsiliasi akun Kas Induk YAPI untuk bulan Juni – Desember 2018. 
Maka, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Praktikan, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Pertama-tama, Praktikan membuat kertas kerja pada Microsoft Excel 
terlebih dahulu guna mempermudah proses analisis dari selisih-selisih 
yang ada. Kertas kerja ini terdiri dari kolom “Bulan”, “Tanggal 
Transaksi”, “No. Bukti”, “Uraian”, “Pencatatan Kasir” (Debet dan 
Kredit), “Pembukuan Akuntansi” (Debet dan Kredit), dan “Koreksi 
Pencatatan” (Debet dan Kredit); 
2) Setelah kertas kerja sudah siap, selanjutnya Praktikan akan memulai 
pemeriksaan dan memberi tanda lingkaran jika ada perbedaan antara 
pencatatan kasir dan pembukuan akuntansi. Sebagai contoh, 
Praktikan menemukan perbedaan pada transaksi tanggal 26 Juni 2018 
untuk penggantian biaya rapat pembina dengan nomor bukti 




a) Kasir mencatat pengeluaran Kas Induk YAPI sebesar Rp 
1.982.000,00 
b) Akuntan mencatat pengeluaran Kas Induk YAPI sebesar Rp 
1.982.064,00 
Hal ini berarti bahwa terdapat selisih pencatatan sebesar Rp 64,00 
untuk penggantian biaya rapat pembina yang diperoleh dengan cara: 
Selisih = Pencatatan Kasir – Pembukuan Akuntansi 
 = Rp 1.982.000,00 – Rp 1.982.064,00 
 = Rp 64,00 (selisih lebih pencatatan) 
3) Seluruh selisih yang ditemukan, dimasukkan ke dalam kertas kerja 
yang sebelumnya sudah dibuat. Isilah setiap kolom dengan lengkap, 
misalnya: 
“Bulan” : Juni 
“Tanggal Transaksi” : 26 Juni 2018 
“No. Bukti” : K.0718.020 
“Uraian” : Penggantian biaya rapat pembina 
 “Pencatatan Kasir” : Rp 1.982.000,00 (kredit) 
“Pembukuan Akuntansi” : Rp 1.982.064,00 (kredit) 
“Koreksi Pencatatan” : Rp 64,00 (debet)  
4) Untuk memastikan kembali sumber dari selisih tersebut, maka 
lakukan pemeriksaan voucher yang bersangkutan karena setiap 




5) Jika terdapat perbedaan nilai nominal antara voucher dengan yang ada 
di pembukuan akuntansi, maka akan segera dilakukan koreksi 
terhadap jurnal transaksi terkait pada program aplikasi Odoo; 
6) Jika terdapat perbedaan nilai nominal antara voucher dengan yang ada 
di pencatatan kasir, maka akan diserahkan kepada kasir untuk 
dianalisis lebih dalam dan ditindaklanjuti oleh kasir. Transaksi 
tersebut, nantinya akan ditelusur lebih lanjut untuk menemukan 
kesalahan yang sebenarnya. 
       Dalam melakukan pekerjaan ini, Praktikan biasanya akan 
menyerahkan terlebih dahulu kertas kerja yang telah dibuat kepada 
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk dicek kembali. 
Setelah dicek oleh beliau, maka selanjutnya Praktikan akan membantu 
untuk memeriksa voucher terkait dan menyerahkannya kepada beliau. 
Untuk proses pengoreksian jurnal biasanya akan dilakukan oleh Kepala 
Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan, bukan oleh Praktikan. Seluruh 
langkah untuk melakukan rekonsiliasi atas Kas Induk YAPI dapat dilihat 
pada Lampiran 43 – 45. 
       Dari seluruh proses tersebut, sebagai contoh jika memang terdapat 
kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Akuntan untuk transaksi 
penggantian biaya rapat pembina pada 26 Juni 2018, maka jurnal koreksi 
yang harus dibuat, yaitu sebagai berikut: 
Kas Induk YAPI Rp 64,00 




b. Akun Bank (Cash in Bank) 
       Rekening koran merupakan catatan atas semua transaksi yang 
berkaitan dengan suatu rekening yang dibuat oleh bank. Sama seperti 
pada perekonsiliasian kas induk (cash on hand), kas yang ada di rekening 
bank harus direkonsiliasi juga. Rekonsiliasi bank merupakan proses 
penyesuaian informasi catatan kas bank menurut suatu entitas dan juga 
menurut bank. Dan dapat diartikan pula sebagai kegiatan untuk merinci 
perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelola 
transaksi serta catatan yang dimiliki oleh entitas dengan pihak bank 
berupa rekening koran. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kas 
pada bank, guna meminimalisir penyalahgunaan kas tersebut. 
       Di YAPI sendiri, seluruh penerimaan maupun pengeluaran yang 
berkaitan dengan kas/bank harus disertai dengan voucher guna 
meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan kas/bank. Seluruh 
transaksi keuangan yang berkaitan dengan bank biasanya akan dicatat 
oleh kasir pada voucher register atau suatu buku yang dibuat untuk 
mencatat voucher yang digunakan dalam transaksi keuangan. Voucher 
register ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengendalian 
internal. Biasanya jumlah nominal setiap rekening bank di akhir bulan 
akan diperhitungkan. Baik antara voucher register maupun rekening 
koran harus mencerminkan saldo akhir kas bank yang sama. Jika ada 
perbedaan, maka bisa jadi terdapat kesalahan atau kelalaian kasir pada 
saat membuat voucher, sehingga kesalahan tersebut harus segera 




pencatatan jurnal oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan. 
Jika kesalahan ada pada saat pembuatan voucher, maka dapat dipastikan 
ayat jurnal yang telah di-input juga akan salah. 
       Sedikit berbeda dari yang telah dipelajari oleh Praktikan pada saat 
pembelajaran akuntansi keuangan untuk kas, di mana biasanya 
rekonsiliasi bank ini dilakukan dengan cara mencocokkan langsung 
antara rekening koran dengan pembukuan akuntansi untuk mengetahui 
perbedaan saldo akun tersebut. Namun pada pelaksanaan pekerjaan ini, 
ada dua langkah utama yang dilakukan oleh Praktikan, yaitu dapat dilihat 
pada gambar berikut ini: 
 
Gambar III.9 Proses Rekonsiliasi Akun Bank (Cash in Bank) 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
       Yang pertama, Praktikan akan mencocokkan terlebih dahulu 
transaksi-transaksi yang ada pada rekening koran dengan voucher 
register yang dibuat oleh kasir. Jika terdapat perbedaan, maka Praktikan 
akan memberitahukannya kepada kasir guna dianalisis dan 
ditindaklanjuti oleh beliau. Dan jika antara keduanya telah sama, maka 




voucher register tersebut dengan pembukuan akuntansi pada periode 
terkait. Jika terdapat perbedaan, maka akan dilakukan pengoreksian ayat 
jurnal terkait. 
       Kedua langkah utama ini dilakukan dengan tujuan untuk 
memberikan sedikit kemudahan bagi Praktikan dalam menganalisis 
selisih-selisih yang ada. Karena, terkadang ada beberapa transaksi 
voucher yang menggunakan satu cek yang sama atau dengan kata lain 
terdapat penggabungan pengeluaran dengan menggunakan satu cek saja. 
Ketika terjadi hal ini, maka biasanya pada rekening koran hanya terdapat 
satu transaksi cek yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran 
tersebut. Namun, pada voucher register maupun pembukuan akuntansi 
biasanya setiap pengeluaran tersebut akan dicatat secara terpisah sesuai 
dengan voucher-nya masing-masing. Sehingga, jika Praktikan langsung 
mencocokkan rekening koran dengan pembukuan akuntansi, akan 
terdapat kesulitan yang dirasakan oleh Praktikan untuk menganalisis 
selisih-selisih yang  ada. Oleh karena itu, dalam pekerjaan ini, Praktikan 
menggunakan dua langkah utama, dengan voucher register sebagai 
media perantara untuk Praktikan dalam menganalisis selisih saldo yang 
timbul. 





Gambar III.10 Alur Rekonsiliasi Akun Bank (Cash in Bank) Tahap 1 
Sumber : Data dibuat oleh Praktikan 
 
Gambar III.11 Alur Rekonsiliasi Akun Bank (Cash in Bank) Tahap 2 




       Data yang diperlukan untuk proses ini adalah rekening koran 
(terdapat pada Lampiran 46), voucher register (terdapat pada Lampiran 
47), dan pembukuan akuntansi (terdapat pada Lampiran 4). Setelah itu, 
dilakukan proses pencocokkan. Jika terdapat selisih, maka akan 
dilakukan pengecekan kembali pada bukti transaksi terkait. Jika 
kesalahan terdapat pada pembukuan akuntansi, maka pencatatan jurnal 
transaksi terkait akan segera dikoreksi. Sedangkan, jika ternyata 
kesalahan terdapat pada pencatatan kasir, maka kasir akan mengoreksi 
pencatatan yang dibuatnya. Output dari pekerjaan ini adalah baik 
rekening koran, voucher register maupun pembukuan akuntansi memiliki 
data yang sinkron. Diperlukan ketelitian, daya analisis, dan kesabaran 
yang tinggi untuk mengetahui letak kesalahan jika terdapat selisih. 
       Untuk pengoreksian jurnal terkait, perlakuan akuntansinya yaitu 
sebagai berikut: 
TRANSAKSI PENERIMAAN KAS 
Koreksi atas Lebih Pencatatan: 
Akun pendapatan terkait  xxx 
 Akun bank terkait xxx 
Koreksi atas Kurang Pencatatan: 
Akun bank terkait xxx 






TRANSAKSI PENGELUARAN KAS 
Koreksi atas Lebih Pencatatan: 
Akun bank terkait xxx 
 Akun biaya terkait xxx 
Koreksi atas Kurang Pencatatan: 
Akun biaya terkait xxx 
 Akun bank terkait xxx 
       Sebagai contoh, Praktikan mendapatkan penugasan untuk melakukan 
rekonsiliasi akun BMI Operasional untuk bulan Januari – Juni 2019. 
Maka, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Praktikan, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Pencocokkan rekening koran dengan voucher register 
a) Pertama-tama, persiapkan terlebih dahulu rekening koran dan 
voucher register BMI Operasional untuk bulan Januari – Juni 2019; 
b) Kemudian, lakukan pemeriksaan dan memberi tanda lingkaran jika 
ada perbedaan antara rekening koran dan voucher register; 
c) Untuk memastikan sumber penyebab selisih, periksa voucher yang 
bersangkutan karena setiap transaksi bergantung pada voucher 
yang ada, dan bisa jadi terdapat kemungkinan human error pada 
saat pembuatan voucher maupun voucher register terkait; 
d) Jika terdapat perbedaan nilai nominal antara voucher dengan yang 
ada di voucher register, maka akan segera diserahkan kepada kasir 




Transaksi tersebut, nantinya akan ditelusur lebih lanjut untuk 
menemukan kesalahan yang sebenarnya; 
e) Jika tidak terdapat perbedaan antara rekening koran dan voucher 
register, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencocokkan 
antara voucher register dengan pembukuan akuntansi. 
2) Pencocokkan voucher register dengan pembukuan akuntansi 
a) Pertama-tama, Praktikan membuat kertas kerja pada Microsoft 
Excel terlebih dahulu guna mempermudah proses analisis dari 
selisih-selisih yang ada. Kertas kerja ini terdiri dari kolom “Bulan”, 
“Tanggal Transaksi”, “No. Bukti”, “Uraian”, “Pencatatan Kasir” 
(Debet dan Kredit), “Pembukuan Akuntansi” (Debet dan Kredit), 
dan “Koreksi Pencatatan” (Debet dan Kredit); 
b) Setelah kertas kerja sudah siap, selanjutnya Praktikan 
mempersiapkan voucher register dan pembukuan akuntansi BMI 
Operasional untuk bulan Januari – Juni 2019. Khusus untuk 
pembukuan akuntansi, Praktikan memperolehnya dengan cara 
sebagai berikut: 
(1) Buka program aplikasi Odoo, kemudian  log-in dengan 
memasukkan email dan password yang diperoleh dari Kepala 
Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Lalu, klik “Masuk”; 
(2) Pada tampilan dashboard, pilih menu “Accounting”. Lalu, 





(3) Lalu, tentukan periode transaksi yang ingin dilihat pada “Start 
Date” dan “End Date”. Sebagai contoh, start date 
“06/01/2019” dan end date “06/30/2019”; 
(4) Tentukan juga akun bank terkait pada bagian “Accounts”, 
misalnya “120-01-02 BMI Operasional, dan klik “View Line” . 
c) Langkah selanjutnya adalah dengan memulai pemeriksaan dan 
memberi tanda lingkaran jika ada perbedaan antara pencatatan kasir 
dan pembukuan akuntansi. Sebagai contoh, Praktikan menemukan 
perbedaan pada transaksi tanggal 28 Juni 2019 untuk  biaya 
administrasi rekening dengan nomor bukti bo.0619.081, dengan 
rincian sebagai berikut: 
(1) Kasir mencatat pengeluaran BMI Operasional sebesar Rp 
15.000,00 
(2) Akuntan belum melakukan pencatatan pengeluaran BMI 
Operasional 
Hal ini berarti bahwa terdapat selisih pencatatan sebesar Rp 
15.000,00 untuk biaya administrasi rekening yang diperoleh 
dengan cara: 
Selisih = Pencatatan Kasir – Pembukuan Akuntansi 
 = Rp 15.000,00 – Rp 0,00 




d) Seluruh selisih yang ditemukan, dimasukkan ke dalam kertas kerja 
yang sebelumnya sudah dibuat. Isilah setiap kolom dengan 
lengkap, misalnya: 
“Bulan” : Juni 
“Tanggal Transaksi” : 28 Juni 2019 
“No. Bukti” : bo.0619.081 
“Uraian” : Biaya administrasi rekening 
 “Pencatatan Kasir” : Rp 15.000,00 (kredit) 
“Pembukuan Akuntansi” : Rp 0,00 
“Koreksi Pencatatan” : Rp 15.000,00 (kredit)  
e) Untuk memastikan kembali sumber dari selisih tersebut, maka 
lakukan pemeriksaan voucher yang bersangkutan karena setiap 
transaksi bergantung pada voucher yang ada; 
f) Jika terdapat perbedaan nilai nominal antara voucher dengan yang 
ada di pembukuan akuntansi, maka akan segera dilakukan koreksi 
terhadap jurnal transaksi terkait pada program aplikasi Odoo; 
g) Jika terdapat perbedaan nilai nominal antara voucher dengan yang 
ada di pencatatan kasir, maka akan diserahkan kepada kasir untuk 
dianalisis lebih dalam dan ditindaklanjuti oleh kasir. Transaksi 
tersebut, nantinya akan ditelusur lebih lanjut untuk menemukan 
kesalahan yang sebenarnya. 
       Dalam melakukan pekerjaan ini, Praktikan biasanya akan 




Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk dicek kembali. 
Setelah dicek oleh beliau, maka selanjutnya Praktikan akan membantu 
untuk memeriksa voucher terkait dan menyerahkannya kepada beliau. 
Untuk proses pengoreksian jurnal biasanya akan dilakukan oleh Kepala 
Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan, bukan oleh Praktikan. Seluruh 
langkah untuk melakukan rekonsiliasi atas BMI Operasional dapat dilihat 
pada Lampiran 46 – 49. 
       Dari seluruh proses tersebut, sebagai contoh jika memang terdapat 
kurang pencatatan yang dilakukan oleh Akuntan untuk transaksi biaya 
administrasi rekening pada 28 Juni 2019, maka jurnal koreksi yang harus 
dibuat, yaitu sebagai berikut: 
Biaya Administrasi Rekening Rp 15.000,00 
 BMI Operasional Rp 15.000,00 
9. Melakukan Penyesuaian Antara Laporan Keuangan yang Telah 
Diaudit dengan Laporan Keuangan yang Telah Dibuat Sebelumnya 
       Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor merupakan salah satu 
informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan 
bagi para pengguna laporan keuangan itu sendiri. Di YAPI, Kepala Sub 
Bagian Akuntansi dan Perpajakan biasanya akan menyesuaikan laporan 
keuangan yang ada pada program aplikasi Odoo dengan laporan keuangan 
yang telah diaudit. Hal ini ditujukan agar laporan keuangan yang ada pada 
sistem informasi akuntansi mencerminkan kondisi yang sama seperti 
laporan keuangan yang telah diaudit. Karena, data informasi keuangan yang 




jadi terdapat kemungkinan akuntan melakukan kesalahan pencatatan atau 
kelalaian dalam penyajian laporan keuangan pada program aplikasi tersebut. 
Sehingga, jika laporan keuangan pada program aplikasi tidak disesuaikan 
dengan laporan keuangan yang telah diaudit, dan ternyata terdapat kesalahan 
atau kelalaian, maka informasi keuangan yang dihasilkan dari program 
aplikasi tersebut kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan di 
masa mendatang. Oleh karena itu, penyesuaian ini sangatlah penting. 
       Pada pekerjaan ini, Praktikan mendapatkan kesempatan untuk 
menganalisis besaran selisih yang ada pada laporan keuangan dari program 
aplikasi Odoo dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan 
keuangan yang disesuaikan oleh Praktikan terdiri dari Laporan Aktivitas dan 
Laporan Posisi Keuangan Periode 2018. Berikut alur kerja yang dilakukan 
oleh Praktikan: 
 
Gambar III.12 Alur Penyesuaian Laporan Keuangan 




       Data yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah  laporan keuangan dari 
program aplikasi Odoo (terdapat pada Lampiran 51), ayat jurnal 
penyesuaian koreksi yang pernah dibuat (terdapat pada Lampiran 52), dan 
laporan keuangan yang telah diaudit (terdapat pada Lampiran 50). Laporan 
keuangan dari program aplikasi Odoo akan disesuaikan terlebih dahulu 
dengan ayat jurnal penyesuaian koreksi yang telah dibuat. Hasil penyesuaian 
tersebut kemudian akan dicocokkan dengan laporan keuangan yang telah 
diaudit. Dari proses tersebut, akan dihasilkan besaran selisih dari keduanya, 
dan nantinya Kepala Sub Bagian Akuntansi akan membuat ayat jurnal 
penyesuaian kembali untuk di-input ke dalam program aplikasi Odoo. 
Sehingga, baik laporan keuangan yang ada di program aplikasi Odoo 
maupun dari laporan keuangan yang telah diaudit, akan menampilkan 
informasi keuangan yang sama dan akhirnya dapat diandalkan untuk 
pengambilan keputusan di masa mendatang. 
       Sebagai contoh, Praktikan mendapatkan penugasan untuk melakukan 
penyesuaian Laporan Keuangan YAPI Tahun 2018, yang meliputi Laporan 
Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan. Maka, langkah-langkah yang harus 
dilakukan oleh Praktikan, yaitu sebagai berikut: 
a. Pertama-tama, Praktikan membuat kertas kerja pada Microsoft Excel 
terlebih dahulu guna mempermudah proses analisis dari selisih-selisih 
yang ada. Kertas kerja ini terdiri dari kolom “Nama Komponen”, 
“Laporan Keuangan pada Odoo”, “Jurnal Koreksi” (Debet dan Kredit), 




b. Setelah kertas kerja sudah siap, selanjutnya Praktikan akan memulai 
menyalin saldo setiap akun yang ada pada Laporan Keuangan (Odoo), 
Jurnal Koreksi, dan Laporan Keuangan yang Telah Diaudit ke dalam 
kertas kerja. Sebagai contoh, untuk saldo akun Pendapatan Lain-Lain 
pada Laporan Aktivitas akan disalin pada kolom kertas kerja sebagai 
berikut: 
“Laporan Keuangan pada Odoo” : Rp 2.530.779,872,00 
“Jurnal Koreksi” : Rp 350.000.000,00 (Debet) 
  Rp 180.446.368,00 (Kredit) 
“Laporan Keuangan yang Telah Diaudit” : Rp 2.361.726.240,00 
c. Kemudian, saldo akun yang ada di “Laporan Keuangan pada Odoo” 
digabungkan (atau diakumulasikan) terlebih dahulu dengan “Jurnal 
Koreksi” yang telah dibuat pada akun yang bersangkutan, yaitu dengan 
contoh untuk akun Pendapatan Lain-Lain sebagai berikut: 
Hasil Koreksi = Laporan Keuangan pada Odoo + Koreksi (Kredit) – 
Koreksi (Debet) 
 = Rp 2.530.779,872,00 + Rp 180.446.368,00 – Rp 
350.000.000,00 
 = Rp 2.361.226.640,00 





d. Langkah selanjutnya adalah dengan memperhitungkan selisih antara 
“Hasil Koreksi” dengan yang ada di “Laporan Keuangan yang Telah 
Diaudit”, yaitu dengan contoh sebagai berikut: 
Selisih = Laporan Keuangan yang Telah Diaudit – Hasil Koreksi 
 = Rp 2.361.226.640,00 – Rp 2.361.726.240,00 
 = Rp 500.000,00 (selisih lebih) 
e. Hasil selisih akhir dari penyesuaian tersebut, kemudian akan dilaporkan 
kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk dianalisis 
lebih dalam dan ditindaklanjuti oleh beliau.  
       Seluruh langkah untuk menyesuaikan Laporan Keuangan ini dapat 
dilihat pada Lampiran 50 – 53. 
C. Kendala yang Dihadapi 
       Selama menjalani PKL selama 40 hari di Bagian Keuangan YAPI, banyak 
pembelajaran baru yang Praktikan dapatkan. Meskipun dalam pelaksanaannya 
Praktikan sangat merasa senang, namun terdapat beberapa kendala yang 
menghambat pekerjaan Praktikan, sehingga dibutuhkan waktu yang ekstra 
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berikut faktor-faktor yang menjadi 
kendala bagi Praktikan: 
1. Kendala dari dalam diri sendiri 
a. Kurangnya pengetahuan Praktikan mengenai sistem akuntansi nirlaba, 
khususnya untuk yayasan pendidikan 
       Sistem akuntansi nirlaba, khususnya untuk yayasan pendidikan 
belum dipahami secara jelas oleh Praktikan ketika pertama kali 




berkaitan dengan peng-input-an penerimaan SPP dan UP maupun 
pengeluaran pengadaan inventaris dan pembiayaan operasional lainnya, 
Praktikan biasanya menerka-nerka gambaran mengenai sistem akuntansi 
yang digunakan di sana. Bahkan ketika melakukan penyesuaian antara 
laporan keuangan yang ada pada program aplikasi dengan yang telah 
diaudit, Praktikan sedikit merasa heran dengan pos-pos akun yang ada 
pada laporan keuangan YAPI, terutama pada Laporan Posisi Keuangan 
karena sedikit berbeda dengan laporan posisi keuangan yang telah 
Praktikan pelajari selama di bangku perkuliahan. Setelah melakukan PKL 
di sana, Praktikan baru mengetahui gambaran sistem akuntansi nirlaba, 
khususnya untuk yayasan pendidikan yang digunakan di sana. 
b. Kurangnya pengetahuan Praktikan dalam penggunaan program aplikasi 
Odoo 
       Penggunaan program aplikasi Odoo belum pernah Praktikan 
dapatkan selama di bangku perkuliahan. Praktikan baru pertama kali 
mengetahui dan mempelajari Odoo di YAPI yang diajarkan oleh seorang 
karyawan di Bagian Keuangan. Namun, yang diberitahukan adalah 
langkah-langkah yang harus Praktikan lakukan untuk menyelesaikan 
transaksi tertentu, bukan sebuah konsep secara menyeluruh. Sehingga, 
jika ada transaksi lain yang membutuhkan perlakuan yang berbeda atau 
terdapat kesalahan dalam proses peng-input-an yang dilakukan, Praktikan 
harus bertanya kembali mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan 




2. Kendala dari luar 
a. Ketidaksesuaian data yang ada pada program aplikasi SPP YAPI 
       Ketika Praktikan melakukan pencocokkan atas penerimaan SPP yang 
telah dibayarkan oleh peserta didik dari setiap unit sekolah, terkadang 
terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada di rekening koran dengan 
yang ada pada program aplikasi SPP YAPI. Biasanya, kesalahan ini 
bersumber dari program aplikasi SPP YAPI. Padahal nantinya hasil 
pencocokkan ini akan dijadikan sebagai dasar bukti voucher penerimaan 
SPP. Sehingga ketika menemukan perbedaan antara kedua data tersebut, 
biasanya Praktikan akan menghentikan sementara penugasan ini, dan 
segera memberitahukannya kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk 
dianalisis terlebih dahulu.  
b. Arahan penugasan kepada Praktikan yang terkadang hanya berupa 
gambaran besar (berupa input dan output saja)  
    Terkadang ada beberapa penugasan yang diberikan oleh pembimbing 
Praktikan di YAPI hanya berupa gambaran besar mengenai input yang 
dapat digunakan dan output yang harus dihasilkan. Salah satu contohnya 
adalah ketika melakukan rekonsiliasi bank. Ketika pertama kali 
mendapatkan penugasan ini, pembimbing Praktikan hanya 
memberitahukan data yang dapat digunakan oleh Praktikan dan output 
apa yang harus dihasilkan atas pekerjaan ini.  Sehingga, ketika pertama 
kali mendapatkan penugasan ini Praktikan membutuhkan waktu yang 
cukup lama (sekitar lima hari) untuk benar-benar menyelesaikan 




rekening koran dengan pencatatan akuntansi yang ada pada program 
aplikasi Odoo.   
D. Cara Mengatasi Kendala 
       Berbagai kendala yang dihadapi tidak membuat Praktikan menjadi kurang 
baik dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan. Justru hal ini menjadi 
pendorong bagi diri Praktikan untuk mengatasi semua permasalahan yang 
sedang dihadapi. Karena, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mencapai 
tujuan yang ingin dicapai. Adapun cara-cara yang dilakukan Praktikan dalam 
mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu sebagai berikut: 
1. Kendala dari dalam diri sendiri 
a. Kurangnya pengetahuan Praktikan mengenai sistem akuntansi nirlaba, 
khususnya untuk yayasan pendidikan 
       Kendala ini dapat diatasi oleh Praktikan dengan cara membaca dan 
memahami PSAK yang berkaitan dengan akuntansi yang digunakan pada 
yayasan pendidikan. PSAK yang mengatur sistem penyusunan, penyajian 
dan pelaporan akuntansi pada yayasan pendidikan ada pada PSAK 45 
tentang Organisasi Nirlaba. Setelah membaca dan berusaha memahami 
sistem akuntansi nirlaba ini, Praktikan akhirnya baru dapat memahami 
gambaran sistem akuntansi yang digunakan di YAPI. Di mana, 
penerimaan SPP maupun UP merupakan pos pendapatan utama untuk 
yayasan ini, sedangkan pengadaan inventaris dan pembiayaan 
operasional lainnya merupakan pengeluaran yang didanai dari SPP 
maupun UP tersebut. Adapun untuk laporan keuangannya terdiri dari 




1) Laporan Posisi Keuangan, yaitu menyajikan total aset, liabilitas dan 
aset neto (terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak 
terikat) dalam suatu periode; 
2) Laporan Aktivitas, yaitu menyajikan jumlah perubahan aset bersih 
terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat (berasal dari 
pendapatan dan beban) dalam suatu periode; 
3) Laporan Arus Kas, yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan 
dan pengeluaran kas dalam suatu periode; 
4) Catatan atas Laporan Keuangan 
b. Kurangnya pengetahuan Praktikan dalam penggunaan program aplikasi 
Odoo 
       Dengan teknologi informasi yang terus berkembang, maka ERP yang 
dapat digunakan oleh entitas pun juga semakin berkembang. Dewasa ini, 
banyak jenis ERP yang disediakan dan dapat digunakan oleh manajemen 
entitas terkait untuk mengelola dan mengolah data informasi keuangan 
yang mereka miliki. Salah satunya adalah program aplikasi Odoo yang 
digunakan oleh YAPI. Sudah wajar apabila Praktikan belum pernah 
mempelajari dan menggunakan program aplikasi ini. Salah satu cara 
untuk mengatasi kendala yang dihadapi Praktikan terkait permasalahan 
tersebut adalah dengan cermatnya Praktikan dalam mempelajari Odoo 
ketika pembimbing melakukan pembahasan mengenai program aplikasi 
ini serta cara menggunakannya.  Selain itu,  selama mendapatkan 




mencoba untuk memahami setiap alur transaksi yang ada pada program 
aplikasi ini. 
2. Kendala dari luar 
a. Ketidaksesuaian data yang ada pada program aplikasi SPP YAPI 
       Ketika Praktikan melakukan pencocokkan atas penerimaan SPP yang 
telah dibayarkan oleh peserta didik dari setiap unit sekolah, dan 
menemukan perbedaan antara kedua data tersebut, biasanya Praktikan 
akan menghentikan sementara pekerjaan ini, dan segera 
memberitahukannya kepada Kepala Sub Bagian SPP untuk dianalisis 
terlebih dahulu. Setelah mendapatkan informasi dari Kepala Sub Bagian 
SPP terkait perbedaan ini, Praktikan biasanya baru bisa melanjutkan 
pekerjaan untuk membuat voucher penerimaan atas transaksi SPP 
tersebut pada tanggal terkait. 
b. Arahan penugasan kepada Praktikan yang terkadang hanya berupa 
gambaran besar (berupa input dan output saja)  
       Ketika Praktikan mendapatkan arahan penugasan yang hanya berupa 
gambaran input dan output-nya saja, biasanya Praktikan akan mengatasi 
kendala ini dengan cara mencari tahu atau menganalisis terlebih dahulu 
apa saja langkah yang sebaiknya Praktikan lakukan untuk menyelesaikan 
penugasan tersebut. Sehingga, jika ke depannya Praktikan akan 
mendapatkan penugasan yang serupa, Praktikan sudah mengetahui 
langkah-langkah yang harus dilakukan agar lebih efektif dan efisien. 
Salah satunya adalah ketika melakukan rekonsiliasi bank. Dalam 




mencari cara yang tepat guna menemukan sumber kesalahan yang ada 
atas selisih antara rekening koran dengan pencatatan akuntansi dan 
menghabiskan waktu selama lima hari untuk menemukannya. Setelah 
berusaha, Praktikan akhirnya menemukan cara yang lebih efektif dan 
efisien, yaitu menerapkan dua langkah utama ketika berkaitan dengan 
pekerjaan rekonsiliasi bank. Pertama, mencocokkan terlebih dahulu 
antara rekening koran bank terkait dengan voucher register yang dibuat 
oleh kasir, dan setelah itu baru mencocokkan antara voucher register 
tersebut dengan pencatatan akuntansi untuk akun bank terkait. Dengan 
menerapkan kedua langkah utama ini dan menggunakan voucher register 
sebagai perantaranya, ketika Praktikan mendapatkan penugasan yang 
serupa pada bulan berikutnya, Praktikan hanya membutuhkan waktu 
selama beberapa jam untuk menemukan sumber kesalahan yang ada atas 
selisih antara rekening koran dan pencatatan akuntansi pada akun bank 








       Praktik Kerja Lapangan (PKL) hadir untuk membantu mahasiswa 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan selama di 
bangku perkuliahan dan melaksanakannya dalam dunia kerja, begitu pula untuk 
mahasiswa akuntansi dalam memahami akuntansi yang ada pada teori dengan 
mengimplementasikannya di dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam 
pelaksanaan PKL di Yayasan Asrama Pelajar Islam selama empat puluh hari 
kerja, yang terhitung sejak 15 Juli sampai dengan 13 September 2019 pada 
Bagian Keuangan, Praktikan memperoleh banyak pengalaman dan ilmu 
pengetahuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang 
sesungguhnya.  Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini, Praktikan dituntut 
agar dapat disiplin waktu, lebih cepat memahami cara kerja, lebih bersikap 
mandiri, dapat bekerja sama dengan rekan lainnya, serta lebih bertanggung 
jawab dalam melaksanakan segala penugasan yang telah diberikan. 
       Berikut ini mengenai kesimpulan penugasan yang dilaksanakan selama 
menjalani kegiatan PKL ini: 
1. Sub Bagian SPP 
a. Mencocokkan penerimaan uang dari pembayaran SPP dan UP peserta 
didik tiap unit sekolah YAPI secara rutin. Input yang dibutuhkan adalah 






rekapitulasi harian SPP maupun UP dari program aplikasi SPP YAPI. 
Setelah dilakukan pencocokkan, jika terdapat perbedaan maka akan 
dianalisis lebih lanjut oleh Kepala Sub Bagian SPP. Sedangkan, jika 
output yang dihasilkan sudah sama maka nantinya akan digunakan 
sebagai bukti dasar transaksi untuk pembuatan voucher penerimaan bank 
yang berkaitan dengan SPP maupun UP; 
b. Membuat voucher penerimaan SPP dan UP. Input yang dibutuhkan 
adalah data dari hasil pencocokkan penerimaan SPP maupun UP yang 
sudah terverifikasi dengan benar. Kemudian, akan dibuatkan voucher 
terkait dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara 
YAPI untuk disetujui terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan 
pencatatan akuntansi oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan. 
Output yang dihasilkan adalah bukti transaksi penerirmaan SPP maupun 
UP yang telah diotorisasi dengan benar dan valid;  
c. Memperhitungkan UP peserta didik yang harus diterima pada setiap 
tahun ajaran baru. Input yang dibutuhkan adalah jumlah peserta didik 
dari setiap unit sekolah, besaran UP peserta didik sesuai klasifikasi dan 
asal unit sekolahnya, serta laporan pembayaran UP yang telah diterima 
pada program aplikasi SPP YAPI. Setelah dilakukan perhitungan, akan 
diperoleh jumlah tunggakan UP yang masih harus diterima dari peserta 
didik terkait. Output yang dihasilkan adalah selisih antara total UP yang 
harus diterima dengan yang sudah dibayarkan oleh peserta didik akan 




nantinya, pihak YAPI akan terus melakukan follow up kepada orang tua 
peserta didik yang bersangkutan agar melakukan pembayaran UP yang 
tertunggak; 
d. Melakukan pendataan diskon atau pemotongan SPP pada setiap tahun 
ajaran baru. Input yang dibutuhkan adalah rekapitulasi pembayaran SPP 
secara keseluruhan dari setiap unit sekolah mulai dari bulan Juli sampai 
dengan bulan Agustus yang terdapat pada program aplikasi SPP YAPI. 
Kemudian, dilakukan pengecekan untuk peserta didik di setiap unit 
sekolah yang sudah melakukan pembayaran untuk satu tahun ke depan. 
Output yang dihasilkan adalah berupa data peserta didik yang berhak 
menerima diskon atau potongan SPP, yang nantinya setelah diotorisasi 
oleh pihak yang berwenang akan digunakan sebagai dokumen pendukung 
untuk pengajuan pengembalian dana peserta didik yang diajukan kepada 
pihak bank. 
2. Sub Bagian Akuntansi 
a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung 
voucher yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam pencatatan 
akuntansi. Input yang dibutuhkan adalah voucher penerimaan atau 
pengeluaran kas/bank dan bukti transaksi pendukung voucher-voucher 
tersebut. Jumlah nilai nominal yang ada di bukti transaksi pendukung 
akan dihitung kembali dan dicocokkan dengan jumlah  nilai nominal 
pada  voucher terkait. Output yang dihasilkan adalah agar jumlah nilai 




mencerminkan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan sebagai salah satu 
bentuk pengendalian atas pembuatan voucher yang nantinya akan 
dijadikan sebagai sumber pencatatan akuntansi; 
b. Melakukan pencatatan jurnal dari voucher yang telah diberi nomor oleh 
kasir. Input yang dibutuhkan adalah voucher penerimaan maupun 
pengeluaran kas/bank yang telah diotorisasi. Voucher tersebut akan di-
input ke dalam pembukuan akuntansi yang ada pada program aplikasi 
Odoo. Output yang dihasilkan adalah informasi keuangan pada laporan 
keuangan YAPI, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh berbagai 
pihak pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan 
di masa mendatang; 
c. Melakukan pengarsipan voucher yang sudah dicatat dalam sistem 
pencatatan akuntansi, yang nantinya akan berguna untuk keperluan audit 
di akhir periode akuntansi. Input yang dibutuhkan adalah voucher yang 
telah di-input dan seluruh bukti pendukung yang terlampir pada voucher 
tersebut. Berkas tersebut dimasukkan ke dalam folder yang sesuai dengan 
kode voucher-nya secara berurutan dari nomor voucher terkecil sampai 
dengan nomor voucher terbesar, guna mempermudah pencarian bukti 
transaksi di masa mendatang atau berbagai kebutuhan lainnya. Folder-
folder yang telah terisi dengan berkas-berkas yang tersusun rapi, 
selanjutnya akan dimasukkan ke dalam lemari arsip di Bagian Keuangan 




transaksi keuangan yang terjadi ketika terdapat suatu keperluan yang 
memaksa kita untuk mencari data-data lama; 
d. Melakukan rekonsiliasi antara rekening koran, pencatatan kasir dan 
pembukuan akuntansi setiap bulannya. Input yang dibutuhkan adalah 
adalah rekening koran, voucher register, dan pembukuan akuntansi. 
Setelah itu, dilakukan proses pencocokkan. Jika terdapat selisih, maka 
akan analisis lebih dalam. Jika kesalahan terdapat pada pembukuan 
akuntansi, maka pencatatan jurnal transaksi terkait akan segera dikoreksi. 
Sedangkan, jika ternyata kesalahan terdapat pada pencatatan kasir, maka 
kasir akan mengoreksi pencatatan yang dibuatnya. Output yang 
dihasilkan adalah baik rekening koran, voucher register maupun 
pembukuan akuntansi memiliki data yang sinkron; 
e. Melakukan penyesuaian antara laporan keuangan yang telah diaudit 
dengan laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Input yang 
dibutuhkan adalah adalah laporan keuangan dari program aplikasi Odoo, 
ayat jurnal penyesuaian koreksi yang pernah dibuat, dan laporan 
keuangan yang telah diaudit. Dari ketiga data tersebut akan dihitung 
berapa besaran selisih yang ada, dan nantinya Kepala Sub Bagian 
Akuntansi akan membuat ayat jurnal penyesuaian kembali untuk di-input 
ke dalam program aplikasi Odoo. Sehingga, output yang dihasilkan 
adalah baik laporan keuangan yang ada di program aplikasi Odoo 




informasi keuangan yang sama dan akhirnya dapat diandalkan untuk 
pengambilan keputusan di masa mendatang; 
       Selain itu, dengan melaksanakan PKL di YAPI, Praktikan dapat 
mengetahui gambaran sistem akuntansi yang lebih jelas untuk yayasan 
pendidikan, yaitu berkaitan dengan sistem akuntansi nirlaba yang ada pada 
PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Baik yang berkaitan dengan pendapatan 
operasionalnya maupun dengan pengeluaran yang ada pada yayasan tersebut. 
B. Saran 
       Selama melaksanakan PKL di Yayasan Asrama Pelajar Islam, Praktikan 
merasa sangat puas dan dapat mengambil ilmu yang banyak darinya, namun 
pastinya ada beberapa kekurangan yang akan Praktikan jabarkan sebagai bahan 
evaluasi serta perbaikan dimasa yang akan datang. Beberapa saran yang 
Praktikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi praktikan yang akan melakukan PKL 
a. Akan lebih baik jika bisa mengetahui latar belakang dan informasi umum 
mengenai tempat PKL yang akan dituju terlebih dahulu, sehingga dapat 
memberikan kemudahan bagi praktikan untuk memahami lebih dalam 
mengenai sistem akuntansi apa yang diterapkan pada entitas tersebut; 
b. Menjadikan tempat PKL sebagai laboratorium tempat untuk 
mengimplementasikan segala ilmu akuntansi yang sudah dipelajari 
maupun yang memang belum pernah dipelajari dengan menerapkan sikap 
antusiasme dan inisiatif yang tinggi; 
c. Menjadi praktikan yang mengetahui posisi dan berusaha dengan 




profesionalitas yang tinggi, serta menjaga sopan dan santun kepada 
siapapun yang ada di tempat PKL, sehingga dapat menjaga nama baik 
diri sendiri maupun Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Program Studi S1 Akuntansi. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
       Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program 
Studi S1 Akuntansi, akan sangat baik jika memasukkan akuntansi nirlaba ini 
ke dalam materi bab perkuliahan pada salah satu mata kuliah dasar kejuruan 
yang telah ada. Tidak hanya berupa penjelasan secara umum saja mengenai 
perbedaan kegiatan antara akuntansi nirlaba dengan akuntansi yang 
berorientasi profit, namun juga meliputi penyusunan, penyajian dan 
pelaporan yang diterapkan dalam sistem akuntansi nirlaba ini. Sehingga, 
dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa Program Studi S1 
Akuntansi, baik yang nantinya melakukan PKL maupun bekerja di bagian 
akuntansi entitas yang berorientasi nirlaba, untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai penerapan sistem akuntansi nirlaba ini sesuai dengan peraturan 
akuntansi yang ada.    
3. Bagi Yayasan Asrama Pelajar Islam 
a. Bagi pihak yayasan khususnya di Bagian Keuangan, diharapkan dapat 
memberikan bimbingan yang lebih mendalam serta memberikan praktik 
secara keseluruhan agar Praktikan dapat mengerti proses yang harus 




b. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Praktikan selama melaksanakan 
PKL di sana, akan lebih baik jika terdapat suatu bagian yang bertugas 
khusus dalam hal pengendalian internal manajemen yayasan ataupun 
auditor internal yang bertugas untuk mengawasi dan memonitor segala 
kegiatan khususnya yang berkaitan dengan keuangan di sana. Sehingga, 
kesalahan atau ketidaksesuaian atas informasi keuangan dapat selalu 
dideteksi, dan dapat segera diatasi dengan cepat;  
c. Mengingat banyaknya beban pekerjaan di Bagian Keuangan, khususnya 
pada Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan, akan lebih baik jika 
dilakukan penambahan karyawan pada sub bagian tersebut. Sehingga, 
pekerjaan-pekerjaan pada sub bagian yang bersangkutan dapat 
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Lampiran 7 Logo-Logo Unit Sekolah YAPI 
 
 













Lampiran 8 Logo-Logo Unit Asrama YAPI 
 
 















Lampiran 9 Para Pendiri YAPI 
 




















Lampiran 13 Tampilan Awal Program Aplikasi Odoo 
 
Gambar A 















Lampiran 15 Halaman Depan dan Menu Bar Program Aplikasi SPP YAPI  
 
Gambar A 









Lampiran 16 Pengambilan Data Rekapitulasi Harian SPP  
 
Gambar A 















Lampiran 18 Proses Pengambilan Data Rekapitulasi Harian UP  
 
Gambar A 

















Lampiran 20 Proses Pembuatan Voucher Penerimaan SPP pada Program 
Aplikasi SPP YAPI 
 
Gambar A 








Lampiran 21 Proses Pembuatan Voucher Penerimaan Bank untuk SPP pada 











Langkah-langkah untuk mencetak voucher penerimaan bank untuk SPP 
 
Gambar C 





Lampiran 22 Proses Pembuatan Voucher Penerimaan Bank untuk UP pada 











Langkah-langkah untuk mencetak voucher penerimaan bank untuk UP 
 
Gambar C 
























Lampiran 26 Tampilan Perbedaan Data Peserta Didik antara Program 
























Lampiran 30 Proses Pembuatan Rekapan Data Diskon atau Potongan SPP  
 
Gambar A 















Lampiran 32 Tampilan Dokumen Pendukung Voucher dari Koperasi YAPI 
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Lampiran 36 Tampilan Voucher Pengeluaran Bank yang Di-input  
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Lampiran 37 Tampilan Surat Pendukung Bukti Pengeluaran Bank 
 
Gambar A 
Surat untuk pengajuan pengadaan inventaris 
 
Gambar B 




Lampiran 38 Proses Input Jurnal Pengeluaran Pengadaan Inventaris Tanpa 



























Lampiran 39 Proses Input Jurnal Pengeluaran Pembiayaan Operasional 
































Lampiran 41 Proses Pengarsipan Voucher yang Telah Di-input 
 
Gambar A 























































































Lampiran 54 Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
 
